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GUBEENTER KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN GUIERNUR KALIMANTAN BARAT
womork: L28E, nppea; 2023

TENTANC

PEMEENTUEAN TIM PFENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK FROVINGI
HALIMANTAN BARAT PERIGDE 2034 2026

GUBERNUE EALIMANTAN BARAT,

o

Meonimbang bahwa perkawinan pade usis anak menimbulkan darmpak
nepplil  bag tumbuly kembang amak  dan o akan
menyebabkan tdak terpenuhinva hak dasar anak seperti
hek atas pordindungan darl kekerusan dan diskriminasi,
hak =ipil anak, hak kKesehalan, hok pendidiken dan halk

sorial anak;

b. behwa Pemerinlah  Daerah  bertanggang jawab  dan
berlewnjibon untuk melaiuaksn pencegahan peckawinon
anak, untok i pi:r!u dibeniuk  Tim F"r.nl::r.guhun
Perkawinan Anal Provina! Kalimancan Harl Pecipde 22024
2026:

c. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimens dimalksud
dalam buraf a don huref b maks Pembentukan Tim
Pencegnhan Perkawinan Anak Provinsl Kalimantan Baral
Perigre  2034-2026, perlu ditctapkan deogen suatu
Eeputuzan;

Mengingat ;1. Undang-Tndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaitnana teloh divubah dengan Undang-Undang Motnor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang
MNomer 1| Tahun 1974 tentang Perkowinan (Lembaren
Negara Eepublik Indonesia Taban 2019 Nomor L36);

4, Updeng-Undang Nomor 4 Tahun 1979 {entang
Eescjahreraan Anak (Lembamn Negam Reopublik
Indonesia Tahun 19582 Nomor 32):

3. Undacg-Undang  Neomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Annl [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhun 2002 Nomor 1049];

4. Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahian Daersh echagaimana telah ciubab beberspa
kali dem teraklir dengan Uridatg- Undang Nomeor 6 Tahun
2023 rentang Penetapan Peraturan Pemerintal Pengganti
Undang-Undang Nomar 2 Tabun 2022 tontang Cipta Kerja
menjadi  Undoang-Undang  [Lembran Negara  Republik
Indotiesin Tahun 2023 Normor 41, Tambahan Lemnbaran
Megrnrn Republile Indonceis Nomor GRRE];
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Menstaplan
RESATU

RECILLA

Undang-Undeng Nomor @ Taln 2022 tentang Proviosi
Kalimantan Barat [Lembaran Megara Republile Trulonesia
Tahun 2022 Nopmor 69 Tumbaben  Lembarn Negara
Hﬂ[:m:l::l“l-‘: Iruel ez Wormior F_:TI"I:!-'I_'II:l;

Perylurian Menleri Negam Pemberdayapn Perempuan dan
Perlindungan Anek Momor 2 Tabun 2011 tenteang
kebijakkan partizipasil anak dalam pembanguansn (Berita
Negara Bepublik Indonesia Tabman 2011 Marmur 59);

Poraturen  Deerah Nomor 4 Tahuan 2015 Tencang
Perlindungan Anak  [Lembaran  Dasmb Provios
Kalimantan Baral Tabun 20795 Mamar 4);

FPeraturan [aerah  Nomor B Tehun 2016 feniang
Pembeniukan den Susunen Perangkat Daecrah Provinei
Eplimantsin Barat sebagaimana teiah dinbeah beberapa oali
dan cerekhir denpan Peraturan Dacrah Nooor 5 Tahun
2021 tentanpg Perubaban Kedoa alas Merateran Daerah
Nomor 8 Tabwn 2016 tentang Pembenlalan don Susunan
Perangkal Daprah Provinsi Kalimanten Berst [Lembaran
Duerab Provinsi Kalimanten Barat Tahun 2021 Nomer 5,
Tambahan Lembaran Dacrah Provinal Eslimantan Barac
Momear 5);

Persmuran Gubernur Nomor 119 Tahun 20271 fentang
Kedudukan, Susuinean Crganlaasl, Tugss dan Fungsd, seria
Tara EKerja Dinas  Pemberdoyean Perempuen doen
Perlindurpan Anak (Berita Daecrah Provinsi Kslimeantan
Barat Tabiun 2021 Nomar 119);

MEMUTUSKAN:

Membeniuk Tim Pencepahsn Perkawinan Anale Provieesi
Kalimanten Barat Periode 20234-2026, dohgan susutsan
keanggotaan  sebapaimana  tercantum  dalam Lampnman
Keputusan ini.

: Tim Pencegphan Pordawinan Anal achagaimana dhmaksiod

Pﬂ.liE. Dikrrum ]'I'.'EEATU.. W Bl (P TRTE LA I'urlﬂrc.i ;

.,

d,

Melsioakarn  koordinasi  dan slnkeonigasi kegialan
pehcegahan perkawinan anak sebagnimans tercanbam
pads dokumen rencana aksi pencegabon perkawinan
anak, haik secana berkala maupun insidentil;

Melakukan  sosializasi/ diseminsai nformasi entaog
pencegahan perkswinen anak secara berkelanpitan dan
berkesinamburngan:

Melakeanakarn hagas dan fungs dori mesing-masing pihek
eesual dengan renslraf renja dari masing-mssing institasi
deogan menjodikan tema pencegahan porbawinan ansd
sebiigai rlusar pelaksanakan kegiatan;

Melakukan pemantauan dan evaluasl ferhadap kinerja
pclalsanaan aksl pencegahan petlkasdinan anulk;
Melaporkan hasl pelaksanaan tugas lepado, Guberar,
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KETI:A i Tim Pencegaban Perbawinan Anal sehagolmang dimeakesod
pada Dilttum KESATU mempuanyai Lugns :

a. Tim Pembina:
1. Pengarah @
Herlangeung jawrab terhadap prmbinsan
peoyvelenggaraan Akai penccgahan porkawinan anak;
2. Pensngmang Jawral

Bertangmingjawabh wntuk mengeplong sumber daya

dan mitra potenslal, merencannkan, mengembangken,

menglmplementasikon dean memonitor pelskzansan
pkmi pencegabon perkawinan anak;
3, Eetus:

a] Mengkoordinasikan perenconpan  kebijaken  dan
polaksanaan aksi pencegahen perkawinan ansk
dart maging- masing insticusi;

by Melukukon pembinasn dan faailitsei dalam proses
perencanaan dan peolaksensan aksi pencegahan
perkawinan aral

4, Waldl Ketua:
Ecrtangpungjawak uritik menghoordinasikan
pengatpmacat kebijokan  program den kegiatan
pembangunan anak di setinp Peranghat Dacran;

8. Belkreluris;
8| Melakeanakan tugas-tagas kesekrecaratan;
bj Mempersiapkan data  dan informasi veng

tmetrdukung pelnksanaan tugas komwa;

b. Tim Pelakzana I: (hiennlisnst Kapasitas Anak
L. Koordinatar:
Bertangmingjawah FETTENTE menghkoordinasikan
pelaksanaan  aksi yang mendorong  peningkatan
kapasitas) kunlitas anal;
2. Angeoin:
a] Mendorong keterlibatn okl pemude/ remaja
dalamn program-peoegramn pemerintah;
bf Meningkatkan kesadartabmsn masvarakat tentang
pentinghyn pendidikan;
£} Meningkatkan keeadartahuan pemuda; remaja
tentang tantangan dan  pelung lingkungan
terhadap pedumbuban pemugdn )/ remajs;
dj Melaksarakan monitoring dan evaluaai;

e, Tim Peloksana I Lingkungan  yumg Mendukung
Pencepahen Perlasrinan Anak
L. Koordinatos
Bertfanggungiawakb untuk menghoordinasikan
pelaksanaan kemiatan VAR fretciplakan f
membangun lingkungan yang komdusit untuk Summah
Kembang anak;
2. Anpggota:
al Mclaksanakan kampenye! promosi kesctaraan
hak-hak perempuan dan pencegahan perkawinan
ATLA:
bl Memperkuat kualitas pembelajaram:
cl Mendorong peran orang fun delam melakukan
pengawasan techadnp prilalon analk;
d] Melaksanakat monitoring den evaluasi;
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KEEMPAT

Temlbnasan:

d.

I,

Tim Pelakaana IOI: Aksexibililos dan Perhassan Layatian

1.

Koordinsoo:

Beriangmingjawab etk Menghkoordinssikan
kegiatan  wvang memberikan jaminan  terhadap
perlindunean hale anak;

Anpgpata;

& Melalakan advokasi depgan tujusn memberi

porlindungan lerhadop perempuan dan anals
b Melakzanakan moniloring don evaluagi;

Tim Pelaksapa [V: Penguntan Bepalasi dan Kelembagaan

1.

Hoordinator:

Berrangpungjawah ke mengkeordinasilean

kegiatan vang  mendorong adenys  regualasi)

penpuaaren regulazi vang ada, dun/ alou memperkoat

perangker kelembagaan peraonghkat dasrah cerloait;

Angroces

&) Memperkuat instrumen,; perangkst pendukung
[kebijrkan dun peranglat lainnys) dicinelat dasrah
tefitang perlindungan sanalk dan perempuar;

bl Melaksanakan Integrasi Data Perkawinan Anak;

¢l Malalksannlkan menitoring dan evaliael

Tim Pelakzana V: Penguaten  Koordinasi Pemsmglu
Kepentingan

I

Konrdlnator:

Beriangpuansjasrab untuk menghkoordifnaslkan
kegiatan yarng membangun / menlnglzatlion sinergitas
antar akror dalam pencegahan perlawionan aruk;
Anggzota,;

f) Membangun, Memperkaast Jariogan Kerja;

bl Melakzanaskan manitodng den evalussi.

Ecputusan i coulai berlelos pada tanggal ditecapkan.

Ditetapkar di Pontisnals
pada tahggal 9 Apustus 2023

Vs GAUBER EALIMANTAN BARAT,
a4 =
ik
fa/ds -
] & | E
!
e,
aQ

I Menteri Dalam Negeti BL di Jakarta;

2. Memteri Pemberdayaan Perempuen dan Perlindurpan snak di Jalkarta)
d. Ketun DFRD Provinel Kalimantan Berat di Pontionedk:

4. Wakdl Gubernur Kalimantan Barat di Pootianalk;

3, Bekoretaria Dacralh Provinsd Kalimantan Harmt di Pontianak;

% Bupat/ Wallkata se-Kalimantan Barai;

ToAnpggeta Tim Pencegahan Perkawinan Analk.,
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LAMPIRAN T
EEPUTUSAN GUBEENUE KALIMANTAN BARAT
NOMOR  : 10pS /DPPPA2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PROVINGT KALIMANTAN BARAT PERIODE 2024 - 20026

SUUSUNAN EEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
PROVINGI KALTMANTAN BARAT

MO, NAMA /. JABATAN POKOK ity
A, | TIM PEMBINA
1. | Gubernur Kalimantan Barut i Prmihina
, ; i
2. Bekrelans Daerah Provinsi Kalimanean Barat . Pengarah
4. | Asisten Pemerintahan dan Ecscjahteraan Rakyvat :
Setda Prowinai Kalimantan Barat i PenanpgLngianab
- |
4. |[Kepala Dinar Pecmberdayaan Perempuan dan Kt
Petlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat FHHE
5. | Eepula Baden Perencanaan Pembangunan Dacrah . |
Provinsi Kalimantan Barat Wakil Ketun [
- - |
6. | Sekretans Dinas Pomberdavaan Perempuan  dan Sekretars i
Perlindungan Anak Provingi Kalimantan Baral =
B | TIM PELAKSANA |
Optimalisasi Kapasitas Anak
1. |HKepale Bidang Perlindungan dan Pemenuban Hak
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Koordinator
Perlindungan Anak Provins: Kalimantan Barat

2, | Kelua Tim Penpeerak PKK Provinsi Kalimantan Barat Anggora
3 | Uskup Agung Ponlianalk Anggota
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Angeoia
3. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
' Kalimantan Barat Angpot
©. | Kepala Dinas Keschatan Provinsi Kalimancan Baral Angeoie
T, Kepala Dinas Eepemudaan, Mehrags den Pariwisata A o
Provinsi Kalitnantan Baret nggn
| &  EKepals Kantor Wilayvah Kementerian Agama Provinai
| Kalimantan Barat hnggora
| 4 Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Anggota

LD, | Kepala Dinas Pendidikan Kabupalen Ketapeng Aripeoty
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11.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Anggota

12

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Eabupaten Ketapang

I

Kepala Crinas Pemberdayvaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Eabupaten Sambas

14,

Kepala Dinas Keluargn Berencans, Pemberdayvaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sintang

13

Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Melawi

15,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak Kabupaten Melawi

17.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada
Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Provinsi
Kalimantan Barat

18,

Kepala Bidang Pendidikan Pesantren pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Barat

Anggota

19,

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Barat

Anggota

20,

Kepala Bidang Pendidikan Urusan Agama Islam pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat

Angeota

21.

Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas
Eepemudaan, Olah Eaga dan Pariwisata Provinsi
Kalimantan Barat

Anggola

22,

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial
Proving! Kalimantan Barat

23,

Kepala Bidang Eesehatan Masvarakat pada Dinas
Heachatan Provinsi Kalimantan Barat

24,

Ketua [katan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten

Ketapang

Anggota

Angeoia

25.

Ketua lkatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten
Ketapang

Anggota

Ketua Forum Generasi Berencana (Genre) Kabupaten
Ketapang

Angpota

27.

Ketua lkatan Dokier Indonesia [IDI}] Kabupaten
Sintang

28.

Angpota

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang

Angeota
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C. | Tim Pelaksana 11

Linglungen Yang Mendulning Peneegahan
Perhkawinan Anak

1. |EKEepala Bidang Kualitas Hidup Perempusn pada
Dinas Pemberdayoan Perempuan dan Perlindungan Koardinator
Anak Provins Ealimantan Barat

!
1
[ 2, | Uskup Sintang Anggoin
' 3. |Kepuls Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa n -
Provinsi Kalimantat Batal it
- :
4.  Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4
' Provinsi Kalimanlan Derut VERaH
5. | Kepala Dinas Komunikesi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Barat Anpgota
B. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarnbes Anpgota
7 Kepala Dinar Kesehatan Kabupalen Sembeas Angaota
& Kepala Dinas SBosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sambas Anggota

9,  EKepala [hnius Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudul den Angeoli
Keluarga Berencana Kabmpaten Sambas

1}, | Kepala Dinas  Pendidiken dan  Kebodsyaan

Eabupaten Melaw: ANggota
11, | Kepala Dinas Kesehaten Kabupaten Melawi Anggota
12, | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Melawi Angpola
13. | Kepala Kantor Kementerian Agame Kabupaten

Melawri ATIROLA
14. | Kepala Dhinas Pendidikan den  Kebudsyvasn "

Kabupalen Sinlong Nggota
15, | Kepala Dinas Keseshatan Kabupaten Bintang Ahggola
16, | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Angpola
17, | Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdavaan

Perempuan  dan Perlindungan Anok  Kobupalen | Anppota

Sinrang
18, | Ke Eantor Kementerian ma Habupaten

Sinpala Aga pa | Anggota
19, |Kepalsa  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan I Anpgola

Kabupaten KEctapang

20, | Kepala Dinas Kezehaton Kabupaten Ketapanp
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21,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk EKeluarga

Kabupaten Ketapang

Berencana — Pemberdayaan — Perempuan dan Anggota
Perlindungan Anak Kabupaten Melawi
22, | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayasn  Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Anggota
Kabupaten Ketapang
23. |Kepala Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan A ta
Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang o
24. |Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Ketapang Anggota
25. |Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa Provins: Anggota
Kalimantan Barat
26. | Kepala Bidang Olah Raga pada Dinas Kepemudaan,
Olah Raga dan Parwisata Provinai Kalimantan Barat AngRoM
27. |Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga A -
Kabupaten Sintang et
28, |Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga P,
Kabupaten Melawi &80
39 Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan ta
© | Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Fngen
Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas
30. |Koperazi dan Usaha Kecil Menengah Provins: Anggota
Kalimantan Barat
| Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil pada
31. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Anggota
Kalimantan Barat
Penata Kependudukan Keluarga Berencana Akl
qp | Madya (Ketua Kelompok Kerja Keluarga Sejahtera PR
* | dan Pemberdayaan Keluarga) pada BEKKBN Provinsi EED
Ealimantan Barat
| Ketua [katan Dokter Indonesia (IDI) Labupaten
33, rﬁtﬂtﬂng Anggota
34, | Pimpinan Aisyah Kabupaten Sintang Anggota
35. | Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Angpota
6. | Ketua Gabungan Organisasi Wanita [(GOW)
Kabupaten Melawi Anggota
37, | Ketua Wahana Visi Indonesia Kabupaten Melawni Anggota
38. | Ketua Forum Anak Kabupaten Melawi Anggota
39, | Ketua Forum Generasi Berencana [Genre) Anggota
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40. | Eelua Forum Anak Kebupaten Ketapang Anggota
41 | Ketus Forum Analk Kabupaten Sambas Anggota
0. | TIM PELAKSAMA TTT
Akzebilites don Perlupsan Layanen
1. [Kepupla UPT Perlindungenm Perempusn den Anak
Pads Dinas Pemberdaysan Perempuan  dan Koordinator
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Baral
2. | Uskup Ketapang AngEota
3. | Ketua Dewan Pendidikan Provins: Kelimenisn Barat Anpooin
4. |Kepoln Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat Angenta
5. |Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pembeordayaan
Perempuan  dan Perlindungan Anak Eobupaten Anpgola
Sintang
6. |Kepela DMnas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Forempuian dan AngEota
Ferlindungan Anak Kabupaten Melawi
T. |Ketua TPowberdavaan HKesgjahteraan  Keluarga
Kabupaten Kelapang Anpgola
&, | Kepala Bidang Fasilitasi Pencadaden Bipil pada Dinaes
KEependudubkan den  Pencatatan  Sipil  Provinai Anggota
Kulimmanisn Barat
9. | kKepala Bidang Romunikasi Publii poda Dhoos
Eomunikasi dan Informatike Provinsd Kalirnarlan Anpsola
Barut
10, |Eepola Bidang Pemnbimeasn SMK  Pada  [hoas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Anggota
Barat
11. |Kepala Bidong Pembinaan SMA Padoe Dinaes
FPendidikon dan Kebudayvesn Provins: Ealimantan Anpgota
Barul
12. | Penata Rependudukan Eeluarga Berencana Ahli
Madya (Kelua Eelompok Kerja Kelusrps Berencans R
dan Kesehatan Reproduksi) pada BEKKBN Provinai RRS
Kalimantan Barat
13, |Panitera Muda Hukum  Permeohonan  pada
Pengadilan Tingei Agama Pontianok Anggnta
14, | Ketua Forum Anak Kabupaten Ketapatg Angeota
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TIM PELAKSANA IV
Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Repala Bidang Perlindungan Perempuan pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Koordinator
Provins: Kalimantan Barat
2. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat Anggota
Sekretaris Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidilan
% | Provinsi Kalimantan Barat Anggota
Sekretaris Dinas Keachatan pada Dinas Kesehatan
% Provinsl Kalimantan Barat Anggia
5. | Kepala Bappedalithang Kabupaten Sambas Anggota
6. | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Melawi Anggota
7. | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sintang Anggota
8. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daecrah A i
Kabupaten Ketapang Ngeo
9., |Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan b
10. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anmpasts
Kabupaten Melawi gD
11. | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil g T—
Kabupaten Melawi BE0
12, | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
I;I Sambas g
13, | Ketua Pengadilan Agama Sambas Anggota

Kependudukan dan Penecatatan Sipil Provinsi
Kalimantan Barat

14, !- Ketua Pengadilan Agama Sintang Anggola
15, | Ketua Pengadilan Apama Nanga Pinoh Anggota
16. | Ketua Pengadilan Agama Ketapang Anggota
17, | Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budava pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Anggota
Kalimantan Barat
18, | Kepala Bidang Kesehatan Masvarnkat Pada Dinas A ta
Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat D
19, | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Angpota
Kalimantan Barat
20, |Kepala Bidang  Kelembagaan pada  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas A &
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21, | Kepula UPT Pl:rllnl:lunga.n Perempuan dan Ansk
'|:|E:I:|§I Dinas F'rmh(‘rr]ﬁys.an Porempian, Anganta
Perlindunpan Ansk, Pengendalian Penduduk dan :
Keluarps Berencana Kabupatcn Hamhbas

22, | Kepala Eantor Kemenlerian  Agpma Kabupaeden ;
Satmbas Anggota

23. |HKepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perdindungon Anak dan Anggoln
Pﬁ-nﬁ#ndalmn ]:'Ft‘l-:']'uﬂuk Kabupaten Sornbas

24, | Kepula Bidang Perdindunpan Perempuan dan Anak
pucda Mous  Sosied Pemberdesyasn  Perempuan, i
Perlindunpgan Ansk dan  Heluargs Bercncana AEgRG
Kabupaten Ketapangs

25, | Kepala Bagian lII:]-Lu.T.n S&lmL Kabupuien Bambeus Nngpole
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Sambutan Gubernur

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dengan telah diselesaikannya Buku Dokumen
Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Di Kalimantan Barat. Dalam proses penyusunannya, saya
menyambut baik Sinergi yang telah dilaksanakan oleh USAID-ERAT dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai suatu upaya mengatasi tingginya angka perkawinan anak
di Kalimantan Barat.

Tingginya angka perkawinan anak, kita ketahui bahwa permasalahannya sangat komplek. Fenomena ini
hampir merata terjadi di negara kita Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat mulai dari
pemetaan masalah, mencari akar masalah, rencana intervensi hingga pendekatan yang perlu dilakukan, dan
kemudian merumuskan strateginya dalam bentuk rencana aksi berkelanjutan.

Rencana aksi yang telah dituangkan dalam Dokumen Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak
di Kalimantan Barat, harapan saya akan membantu perangkat daerah untuk menginternalisasi dalam
rencana kerja menjadi rujukan konkrit inovasi pelayanan publik di lapangan. Ruang pelayanan akan menjadi
maksimal apabila dilaksanakan secara kolaboratif antar stakeholders sesuai dengan peran dan fungsinya.
Saya percaya bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat tidaknya hanya diukur
dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, akan tetapi lebih dari itu, yaitu aspek moralitas para kaum muda
sebagai penerus estafet pembangunan dan aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita.

Praktek baik yang telah dilaksanakan di Kabupaten, dimana lokus penelitian dilaksanakan, saya berharap
dapat diadopsi oleh Kabupaten/Kota yang lain untuk pencegahan dan mengatasi persoalan perkawinan
anak. Untuk itu saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Tim Penyusun atas dedikasi yang telah diberikan, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan dan menjadi
bagian pencapaian saya dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas dan
aman.

Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada USAID ERAT yang telah berkontribusi dalam
mendukung penyusunan Buku Dokumen Strategi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Di
Kalimantan Barat. Dukungan USAID ERAT ini merupakan bentuk kolaborasi dan kerja sama para pihak
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Juni 2023
Gubernur Kalimantan Barat

tarmidji, S.H., M.Hum
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BAR |.
Pendahuluan

Perkawinan Anak
di Kalimantan Barat

I.1 Latar Belakang

Angka perkawinan anak di Provinsi Kalimantan
Barat (Kalbar) cukup mengkhawatirkan. Di tingkat
nasional, berdasarkan data BPS 2021, angka
perkawinan anak di Kalbar berada pada peringkat
lima besar pada 202 1. Bahkan, ditahun 2020, Kalbar
justru berada pada peringkat dua tertinggi setelah
Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun ditahun 202 |
terjadi penurunan angka perkawinan anak, namun
Kalbar masih pada posisi lima tertinggi se-Indonesia.

Mengacu pada tingginya angka perkawinan anak
di Kalimantan Barat, diperlukan langkah strategis,
sistematis, dan sinergis dari para pihak terkait.
Keberadaan dokumen rencana aksi pencegahan
perkawinan anak menjadi penting sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan yang sistematis dari masing-
masing institusi strategis, baik pemerintah daerah
(provinsi dan kabupaten), organisasi masyarakat
sipil (OMS), dan juga swasta. Masing-masing
institusi yang terlibat dalam penyusunan ini
berkomitmen untuk bekerja secara sinergis dalam
melakukan pencegahan perkawinan anak. Pada
tingkat pemerintah daerah, rangkaian aksi pada
dokumen ini tercantum dalam rencana strategis
dan juga rencana kerja dimasing-masing perangkat
daerah terkait.

Dalam penyusunannya, rencana aksi bersifat
partisipatif, serta mengacu pada referensi kebijakan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Rencana aksi disusun secara
terarah dan memiliki integrasi yang baik, terukur,
terencana, dan tepat sasaran. Keberadaan Rencana
Aksi ini nantinya juga akan menjadi panduan bagi
para pihak dalam rangka mengimplementasikan
program dan kegiatannya.

Dokumen rencana aksi ini memungkinkan
untuk disempurnakan kembali mengingat adanya
kemungkinan strategi potensial dan aktor-aktor lain
yang berkomitmen dalam pencegahan perkawinan
anak namun belum terakomodir melalui dokumen
ini.

1.2 Tujuan

Penyusunan rencana aksi ini bertujuan sebagai:

I. Panduan bagi para pihak terkait untuk penanganan
pencegahan perkawinan anak;

2. Panduan penyusunan kebijakan, program, dan
kegiatan terkait pencegahan perkawinan anak
Kalbar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan
pembangunan daerah;

3. Bahan masukkan bagi Pemerintah Pusat
dalam mensinergikan program dan kegiatan
Kementerian/LPNK terkait pencegahan
perkawinan anak di Kalimantan Barat.

1.3 Dasar Hukum

I. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
186);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 32);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6780);




6. Peraturan
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Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3
Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak
dalam pembangunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua  atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

. 8. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021 Nomor | 19);



BAB 2.

Perkawinan Anak
di Kalimantan Barat

Perkawinan Anak di
Kalimantan Barat

Perwujudan visi gubernur Kalbar, sebagaimana
tercantum pada RPJMD Perubahan 2018-2023,
adalah Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan
Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata
Kelola Pemerintahan. Dari pernyataan tersebut
dapat dipahami bahwa muara pembangunan
adalah kesejahteraan masyarakat melalui beragam
strategi pemerintah. Percepatan Pembangunan
Infrastruktur ~ dan  Perbaikan  Tata  Kelola
Pemerintahan yang tercantum pada visi tersebut
hanya merupakan perangkat yang dibutuhkan
untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat
Kalimantan Barat. Bahkan, target pembangunan
dengan mengedepankan kualitas manusia pun
telah menjadi visi dari pemerintahan sebelumnya.
Pada RPJMD 2013-2018, visi pembangunan adalah
Mewujudkan Masyarakat Kalimantan
Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas,
Aman, Berbudaya dan Sejahtera. Bukan
hanya di Kalimantan Barat, bahkan sebagian besar
visi pembangunan di daerah lainnya pun secara
eksplisit mengedepankan pembangunan manusia
sebagai sasaran utama pembangunan.

Permasalahannya, dalam konteks memperbaiki
kualitas hidup manusia, wacana tentang perkawinan
anak seringkali terabaikan. Padahal hampir seluruh
riset yang melakukan kajian terhadap perkawinan
anak menyepakati bahwa perkawinan anak bukanlah
merupakan variabel bebas, melainkan terikat dengan
banyak variabel lainnya. Keberadaan perkawinan
anak dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi
oleh kemiskinan, pendidikan, sosial, bahkan
berdampak pada pula sektor kesehatan seperti
kematian ibu dan bayi, dan juga faktor psikologis
yang dapat berakibat pada meningkatnya angka
KDRT (Djamilah & Kartikawati, 2014) (Eleanora &
Sari, 2020) (Jamilah & Raudlatun, 2019) (Eleanora,
Putri, & Saputra, 2021). Setidaknya, beragam riset

tersebut dapat dijadikan rujukan tentang perlunya
mempertimbangkan isu perkawinan anak sebagai
instrumen yang mempengaruhi pembangunan
daerah.

2.1 Fenomena Perkawinan Anak
Di Kalimantan Barat

Berdasarkan BPS 2021, Angka perkawinan
anak di Kalimantan Barat berada pada
urutan 5 dari 34 Provinsi di Indonesia.
Bahkan, berdasarkan hasil susenas (Maret 2021)
yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa dari
seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang telah
melakukan pernikahan, 21% diantaranya menikah
dibawah usia 19 tahun. Dari 14 kabupaten/ kota
yang ada di Kalimantan Barat, setidaknya terdapat
8 kabupaten yang berada diatas rata-rata provinsi
(lebih dari 21%), dengan persentase tertinggi adalah
kabupaten melawi, yaitu sebesar 26%.

Grdfik |. Persentase Perkawinan Anak per Kabupaten di
Kalbar
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Sumber: Data olahan Susenas, Maret 202 |

1Dikutip dari slide Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak
Anak Atas Pengasuhan Dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. URGENSI KEBIJAKAN DAERAH
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK, Disampaikan pada Acara Mini
Lokakarya Pencegahan Perkawinan Anak di Pontianak, 20 Oktober 2022
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Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin,
perkawinan anak terbanyak dilakukan oleh
perempuan, yaitu sebanyak 85% jika dibandingkan
dengan laki-laki. Dalam hal ini, peluang perempuan
untuk menikah dibawah usia 19 tahun sebanyak 5
hingga 6 kali dari laki-laki untuk menikah dibawah
usia |19 tahun. Keberadaan perempuan cukup rentan
dalam perkawinan anak. Rentannya perempuan
dalam perkawinan anak dipengaruhi banyak
faktor, semisal kultur yang diskriminatif terhadap
keberadaan perempuan, seperti pengistilahan
perawan tua, dan anggapan peran perempuan dalam
rumah tangga, yang berakibat pada terbatasnya
peluang perempuan untuk melanjutkan pendidikan
(Djamilah & Kartikawati, 2014) (Eleanora & Sari,
2020) (Eleanora, Putri, & Saputra, 2021).

Grafik 2. Perkawinan Anak berdasarkan Jenis Kelamin
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Sumber: data olahan Susenas, Maret 202 |
Bahkan, rentannya praktik perkawinan anak
di Kalimantan Barat sesungguhnya cukup masif.
Data hasil susenas menunjukkan bahwa penduduk
yang berusia 20-24 tahun ketika survey dilakukan
(2021), hampir separuhnya menikah dibawah usia
|9 tahun. Setidaknya sebanyak 46% penduduk yang

telah menikah, dan ketika ditahun 2021 berusia 20-
24 tahun, melakukan perkawinan dibawah usia 19
tahun.

Grafik 3. Perkawinan Anak 201 1-2020 di Kalimantan Barat
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Sumber: Data olahan Susenas, Maret 202 |

Trend perkawinan anak di Kalimantan Barat pada
[0 tahun terakhir (2011-2020) tidak menunjukkan
adanya perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data
susenas 2021, ketika dikelompokkan tahun menikah
terhadap penduduk yang telah menikah ditahun
yang sama, menunjukkan adanya kecenderungan
stagnasi persentase penduduk yang melakukan
perkawinan diusia kurang dari 19 tahun. Sejak 201 |
hingga 2020, kisaran persentase penduduk yang
melakukan perkawinan pada usia dibawah |9 tahun
berkisar dari 14%-18%. Kondisi yang ditampilkan
pada grafik 4 mengindikasikan bahwa pada 10 tahun
terakhir tidak adanya tindakan terhadap keadaan
perkawinan anak di Kalimantan Barat, bahkan
jika seandainya ada pun, tindakan tersebut tidak
berdampak signifikan.

2.2 Ancaman Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan Daerah

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa perkawinan anak merupakan variabel terikat, yang dapat
dipengaruhi dan mempengaruhi variabel lainnya. Sebagaimana ditampilkan pada Diagram | dapat terlihat
bahwa setidaknya teridentifikasi 4 sektor dominan yang mengakibatkan perkawinan anak, yaitu kondisi
sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Bahkan maraknya perkawinan anak, selain disebabkan oleh ketiga
sektor tersebut, pun mengakibatkan/ memperparah masalah pada empat sektor penyebab tersebut. Selain
keempat sektor yang mendorong perkawinan anak, keberadaan perkawinan anak pun mengakibatkan
masalah pada sektor kesehatan, seperti angka kematian ibu dan bayi, serta bayi lahir dengan berat rendah.
Pembiaran terhadap fenomena perkawinan anak di Kalimantan Barat berpengaruh pada terhambatnya

pertumbuhan daerah.
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Diagram |. Siklus Masalah Perkawinan Anak
di Kalimantan Barat
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Menariknya, jika grafik perkawinan anak di-overlay dengan skor IPM per kabupaten/kota di Kalimantan
Barat terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi perkawinan anak di suatu
daerah, maka semakin rendah skor IPM yang dimiliki daerah tersebut.

Kondisi yang ditampilkan pada grafik 4 mengindikasikan bahwa maraknya perkawinan anak di Kalimantan
Barat berakibat pada rendahnya kualitas manusia di Kalimantan Barat. Terdapat kecenderungan hubungan
berbanding terbalik antara IPM dan Perkawinan Anak. Semakin tinggi skor IPM, maka adanya kecenderungan
semakin rendah tingkat perkawinan anak pada daerah tersebut, dan juga sebaliknya

Grdfik 4. Skor IPM dan Presentase Perkawinan Anak 202 1 Fenomena tersebut cukup logis mengingat bahwa
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skor IPM dibentuk berdasarkan kualitas pendidikan,
ekonomi, dan kesehatan masyarakatnya. Ketika
pada grafik 4menunjukkan adanya relasi antara
sektor pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan
kesehatan sebagai variabel yang mempengaruhi
(dan dipengaruhi oleh) perkawinan anak, maka
tinggi rendahnya IPM berdampak pula pada tinggi

rendahnya perkawinan anak.
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DISEKTOR PENDIDIKAN, data
yang diperoleh menunjukkan
adanya potensi putus sekolah
yang tinggi diakibatkan
perkawinan anak. Hasil
overlay data angka putus
sekolah? dengan kelompok
usia pernikahan penduduk®
menunjukkan bahwa adanya
potensi putus sekolah yang
tinggi pada tingkat SMA.

Dari seluruh penduduk yang
menikah dibawah usia 19
tahun, sebanyak 66% (atau
sebanyak 14.479 responden)
menikah diusia 16-18 tahun,
dan hanya sebanyak 2% yang
menikah dibawah usia 13
tahun.

Sedangkan angka putus sekolah* (tidak
menyelesaikan pendidikan hingga SMA), tertinggi
hanya memiliki ijazah setara SD, ataupun (mungkin)
melanjutkan SMP namun tidak selesai, yaitu sebanyak
43% (5.962 responden dari total responden yang
putus sekolah. Sebanyak 25% (3.441 responden
dari total responden yang putus sekolah) hanya
mengantongi ijazah SMP, atau (mungkin) melanjutkan
hingga SMA namun tidak selesai.

2 Dilihat berdasarkan status pernah sekolah dengan ijazah tertinggi yang
dimiliki

3 Dikelompokkan menjadi (1) dibawah |3 tahun/ menikah dimasa pendidikan
dasar, (2) 13-16 tahun/ menikah dimasa pendidikan menengah pertama, (3)
16-18 tahun/ menikah dimasa pendidikan menengah atas

4Responden yang pernah bersekolah dan tidak lagi/ sedang melanjutkan

sekolah

Fenomena tersebut didukung pula dengan hasil
overlay indeks rata-rata lama sekolah dengan angka
perkawinan anak per kabupaten. Kondisi yang
ditampilkan pada grafik 5 menyerupai kondisi pada
grafik 4, dimana ada kecenderungan berbanding
terbalik antara rata-rata lama sekolah dengan
perkawinan anak per kabupaten.

Grafik 5. Indeks Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Perkaw-
inan Anak 202 |
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Gambaran diatas mengindikasikan  bahwa

perkawinan anak memiliki pengaruh terhadap
rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Risiko
putus sekolah akibat perkawinan yang dilakukan
pelajar berakibat pada banyak hal, salah satu
keluaran langsungnya adalah rendahnya indeks rata-
rata lama sekolah. Disamping itu, kondisi tersebut
mengakibatkan efek domino, bukan hanya berakibat
pada pelaku perkawinan anak, namun juga bagi
pertumbuhan pembangunan daerah.
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DISEKTOR EKONOMI, sebagaimana yang ditampilkan pada
diagram 1 sebelumnya, menunjukkan bahwa Perkawinan Anak
dapat disebabkan oleh kemiskinan. Ironisnya, Perkawinan Anak
pun memperparah kondisi kemiskinan yang telah terbentuk
sebelumnya.

Grdfik 6. Relasi Perkawinan Anak dan Terbatasnya Kesempatan Bekerja
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Pada grafik 6 diatas dapat terlihat bahwa meskipun jumlah masyarakat pada angkatan kerja yang bekerja
lebih tinggi dibandingkan tidak bekerja, baik menikah diatas ataupun dibawah 19 tahun, namun kesempatan
bekerja tetap lebih tinggi bagi yang menikah diatas |9 tahun, dibandingkan dengan yang menikah dibawah
19 tahun lebih kecil. Kemudian pada bentuk pekerjaan, bagi yang menikah diatas |9 tahun lebih berpeluang
untuk diterima sebagai karyawan/ pegawai, dibandingkan dengan yang menikah dibawah 19 tahun. Peluang
kerja bagi yang menikah dibawah 19 tahun lebih banyak berusaha sendiri.

Etaiap B lichk Bacargy

Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan bagi industri/ perusahaan lebih membuka peluang
kerja lebih luas terhadap yang menikah diatas 19 tahun, dibandingkan dengan yang menikah dibawah 19
tahun. Hal lain yang dapat diambil adalah peluang kerja dengan cara berusaha sendiri dapat dilakukan oleh
tiap rumah tangga, namun bagi yang menikah diatas 19 tahun lebih berpeluang memperoleh pekerjaan
dibandingkan dengan yang menikah dibawah 19 tahun.
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BAB 3.
Strategi Pencegahan
Perkawinan Anak

3.1 ldentifikasi Masalah dan Akar Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada bagian B diatas, dapat terlihat bahwa keberadaan perkawinan anak
di Kalimantan Barat cukup mengkhawatirkan. Di samping itu, Perkawinan Anak yang terjadi dapat
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak hal sebagaimana yang ditampilkan pada diagram | sebelumnya.
Setidaknya terdapat 4 (empat) dimensi yang mendorong timbulnya perkawinan anak, yaitu;
|. Sosial Budaya, dimana perkawinan anak didorong oleh;
a. Lemahnya perspektif ttg Pentingnya Pendidikan
b. Lemahnya instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan dan perangkat lainnya) terhadap perlindungan
perempuan dan anak
c. Pergaulan Bebas/ Penyalahgunaan Tl
d. Perspektif peran perempuan dalam rumah tangga dan Rendahya pemahaman terhadap resiko
pernikahan dibawah umur
e. Perspektif usia layak menikah berdasarkan tanda-tanda kedewasaan (akil baligh)
f. Relatif mudahnya penyelenggaraan pernikahan secara adat/ agama
g. Rendahnya pengawasan orang tua
h. Tidak produktifnya aktivitas remaja/ pemuda
2. Ekonomi/kemiskinan;
3. Pendidikan, diantaranya;
a. Putus sekolah, dan
b. Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
4. Data
Tidak terintegrasinya data perkawinan anak berakibat pada sulitnya melakukan intervensi program
dalam pencegahan perkawinan anak

Relasi antar dimensi tersebut sehingga dapat mendorong tingginya angka perkawinan anak dapat dilihat
pada grafik berikut:
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Diagram 2. Masalah dan Sumber Masalah Perkawinan Anak
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Sebagaimana ditampilkan pada Diagram 2, keseluruhan masalah yang teridentifikasi tidak secara langsung
mendorong adanya perkawinan anak. Teridentifikasi sebanyak 5 faktor yang secara langsung mendorong
tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat, yaitu;

|. Perspektif usia layak menikah berdasarkan tanda-tanda kedewasaan (akil baligh);
Putus sekolah;

Pergaulan bebas/penyalahgunaan TI;

Tidak produktifnya aktivitas remaja/pemuda;

A W

Relatif mudahnya penyelenggaraan pernikahan secara adat/agama.

Kelima faktor tersebut, bukan hanya mendorong perkawinan anak secara langsung, namun dapat pula
memengaruhi munculnya permasalahan lain karena tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat.
Semisal, perspektif peran perempuan dalam rumah tangga, yang tidak hanya dapat mendorong perkawinan
anak secara langsung, namun dapat pula mendorong tingginya angka putus sekolah. Bahkan disisi lain,
perspektif tersebut semakin merasionalisasi perlunya lembaga pernikahan diluar lembaga resmi negara,
semisal pernikahan siri melalui lembaga adat tingkat lokal (desa), ataupun hanya sekedar mengandalkan
tokoh agama setempat.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan akar masalah tersebut, maka diperlukan aksi yang sinergis dan
sistematis dari para pihak untuk mengatasi masalah ataupun akar masalah yang mendorong perkawinan
anak di Kalimantan Barat.
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3.2 Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Mengacu pada masalah dan akar masalah yang mendorong perkawinan anak di Kalimantan Barat,
setidaknya teridentifikasi sebanyak 10 strategi, sebagaimana ditampilkan pada tabel |. Masing-masing
strategi tersebut diyakini mampu mengatasi beragam masalah dan akar masalah sebagaimana ditampilkan

pada diagram 2.

Diagram 3. Strategi Daerah dan Masalah Penyebab Perkawinan Anak di Kalimantan Barat

|y IRTTRA TP T TETTTE T

Jarmzan Ferfs

10

B DT g g T T [ A
ek paran

Hendrng cecarbboian skib
weidar rond i da o Wosara
Angra— enes nlah

i gkaladn adaralvian
—an=auka s lang; Az

menddiar

2

o e nEr. mcnd ST an kb jakan
wabphal s b g e elmgan ek,
Cah S PN

8

L

9

lrowpraa Do s

Tab o b s Chig |my Per e i ik
s an Lt
Fu.ie Zaeskh |-|
Resililoza jm-peiah
Gznid w b oo lealani tzoa 2ouba
|
Faraceran |
Faringkatkon Leedarizhizn s = aremaz
Fowpnaban 3ol - 3 0 Cais htrgan dar polieng b udan
Fauzashpman T i lrarbs e le-loales - e b e ap
Te =k az:bil Do ssianag
LoR M T T ]
TEE SUNTRITY R ITTEIR TR
Flhamru-ahn dan
ik I“"ﬁ'f" Fampaness [Tomed 2aran
rerkadan reel e r-"l.1h.1' -l lak- d‘“““"l"""'d"'

dlaeal uou

e eghon el svane s 2

Furz bl wad b oz eah
krrthordon entberener
botbemasas vk bl -

L=richros perere il g
S g v Foncizikan

. . an .
Fr-ibis s spavssan crang -

ia

[l W
rrngslbang g s R akales-
TR, FLAEE o

L cahit smunide
prescpka el hong
tkobijy an dan Lo wng ax
el v aslaps e e sngan
"i"'i""ri Bl Eabd I T

ManSod e g £ sl eh nIa
labi nekkobs o wigsvieean
w=rhedap crlabu arcl

6

A oedewa Par irilimgan s leilap
lea s e cngewan b aiead:

i

ol pn
ol [ e o - et Y

=i [t SR |

]

1A [ ERTOE S A I R R ]

resr | brTess Zreme

Sumber: Hasil rumusan FGD yang dilakukan di Melawi, Sintang, Sambas, Ketapang, dan Pontianak pada September-Okto-
ber2022, dan Lokalatih pada Februari 2023.
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Relasi tentang bagaimana strategi tersebut mengatasi masalah dan akar masalah dapat dilihat pada
diagram 3. Sebagaimana ditampilkan pada diagram 3 dapat terlihat bahwa kesepuluh strategi yang telah
dirumuskan tersebut mengintervensi masalah dan akar masalah (sebagaimana yang ditampilkan pada
diagram 2 sebelumnya). Mengacu pada strategi daerah tersebut, maka para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam penyusunan strategi pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi kewenangan dan
merumuskan/ memaksimalkan aksi sesuai dengan visi misi organisasinya masing-masing.

3.3 Relasi Strategi Nasional dan Strategi Daerah

Terdapat 5 strategi nasional dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, yaitu |) Optimalisasi
Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan
Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku
Kepentingan. Strategi tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan para pemangku kepentingan dalam
menjalankan aksi yang mendukung pencegahan perkawinan anak.’

Keberadaan strategi daerah Kalimantan Barat tidak secara otomatis mengabaikan keberadaan strategi
nasional. Hadirnya strategi daerah mengacu pada permasalahan ditingkat lokal, dan selanjutnya disinergikan
dengan strategi nasional.

Mengacu pada permasalahan lokal dengan merujuk pada strategi nasional pencegahan perkawinan anak,
maka keberadaan strategi daerah dapat dikelompokkan sebagaimana ditampilkan pada tabel | berikut.

Tabel |. Relasi Strategi Nasional dan Strategi Daerah

Fokus Strategi Strategi Nasional Strategi Daerah
Mendorong peningkatan Optimalisasi Kapasitas I Mendorong keterlibatan aktif pemuda/ remaja dalam
kapasitas/ kualitas anak Anak program-program pemerintah
2 Meningkatkan kesadartahuan masyarakat tentang
pentingnya pendidikan
3 Meningkatkan kesadartahuan pemuda/remaja tentang
tantangan dan peluang lingkungan terhadap pertumbuhan
pemuda/remaja
Menciptakan/ membangun Lingkungan yang 4 Kampanye/ Promosi kesetaraan hak-hak perempuan dan
lingkungan yang kondusif untuk Mendukung Pencegahan pencegahan perkawinan anak
tumbuh kembang anak Perkawinan Anak 5 Memperkuat kualitas pembelajaran
6 Mendorong peran orang tua dalam melakukan pengawasan
terhadap prilaku anak
Memberikan jaminan terhadap Aksesibilitas dan 7 Advokasi/ Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak
perlindungan hak anak Perluasan Layanan
Mendorong adanya regulasi/ Penguatan Regulasi dan 8 Memperkuat instrumen/ perangkat pendukung (kebijakan
penguatan regulasi yang ada, dan/ Kelembagaan dan perangkat lainnya) ditingkat daerah tentang
atau memperkuat perangkat perlindungan anak dan perempuan
kelembagaan perangkat daerah
terkait
Membangun/ memperkuat sistem Penguatan Regulasi dan 9 Integrasi Data Perkawinan Anak
informasi tentang perkawinan Kelembagaan
anak
Membangun/ meningkatkan Penguatan Koordinasi 10 | Membangun/ Memperkuat Jaringan Kerja
sinergitas antar aktor dalam Pemangku Kepentingan
pencegahan perkawinan anak

5Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS), 2020
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3.4 Target Aksi Pencegahan Perkawinan Anak

Secara nasional, ditargetkan adanya penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74% ditahun 2024, dan secara konsisten
menurun hingga 6,94% ditahun 2030°. Komitmen Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) yang ada di Kalimantan Barat
sesungguhnya sebagai salah satu bentuk capaian target dari strategi nasional, mengingat upaya pencapaian target stranas jangka
pendek, salah satunya adalah terwujudnya komitmen kuat dari pemerintahan disetiap tingkatan untuk mencegah perkawinan
anak.

Di Kalimantan Barat, angka perkawinan anak sangat mengkhawatirkan dan berada diatas rata-rata nasional. Kemudian, tren
perkawinan anak di Kalimantan Barat 2011-2020 (sebagaimana ditampilkan pada grafik 3 sebelumnya’) cenderung fluktuatif,
yaitu berkisar antara 13,71% hingga 18,43%. Terjadi penurunan sebesar 2,77% dari tahun 201 | ke 2021.

Grafik 7. Persentase Perkawinan Usia 19 Tahun Kebawah 2011-2026 di Kalimantan Barat’
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Sebagaimana yang ditampilkan pada grafik 7, diestimasikan bahwa angka perkawinan anak ditahun 2026
adalah sebesar 13,69%, atau mengalami penurunan sebesar 0,15% terhitung dari tahun 202 1. Konsistensi
penurunan diprediksi terjadi sejak 2022 hingga 2026, yaitu sebesar 0,21%. Keadaan tersebut terjadi tanpa
adanya intervensi yang sistematis dalam pencegahan perkawinan anak (business as usual).

6 Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS), 2020

7 Sumber data olahan Susenas Maret 2021, dengan mengelompokkan usia warga menikah pertama kali berdasarkan kelompok usia 19 tahun keatas dan
kebawah.

8 Tahun 2011-2020 bersumber dari olahan susenas Maret 201 I, tahun 2021 bersumber dari Indeks Pembangunan Pemuda pada indikator perkawinan anak
(X13), sedangkan data ditahun 2022 keatas tidak/ belum tersedia sehingga menggunakan estimasi/ forecast
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Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka dengan adanya upaya pencegahan perkawinan anak maka
ditargetkan adanya penurunan perkawinan anak ditahun 2026 menjadi sebesar 13,12% dengan penurunan
secara konsisten pertahun sebesar 0,5% terhitung sejak 2024.

Grafik 8. Target Penurunan Angka Perkawinan Anak 2024-2026
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Sumber: Forecast dari data olahan Perkawinan Anak Kalimantan Barat (201 1-2021), BPS 2021 dan Kemenpora Rl 2023
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BAR 4.
Aktor dan Aksi

4.1 Strategi dan Aktor

Dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat yang sinergis dan sistematis, maka
diperlukan peran aktif dari banyak pihak, level, dan juga unsur. Baik dari unsur pemerintah (pusat dan
daerah) serta unsur organisasi non-pemerintah. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan strategi
daerah pencegahan perkawinan anak, yaitu:

Tabel 2. Aktor dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak
Instansi Vertikal Perwakilan BKKBN Kalbar

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwista

Provinsi
Dinas Kesehatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
Mendorong keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan
aktif pemuda/ remaja Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk | Sambas
| dalam dan Keluarga Berencana
Perangkat Daerah - -
program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketapang
pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan | Melawi

Perlindungan Anak

Dinas Sosial Provinsi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Ketapang
Berencana
Kantor Wilayah Kementerian Agama

Instansi Vertikal Provinsi
Perwakilan BKKBN Kalbar

Non Pemerintah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ketapang

Meningkatkan
Dinas Kesehatan

kesadartahuan
2 Dinas Pemberdayaan Perempuan & Provinsi
masyarakat tentang .
Perlindungan Anak

pentingnya pendidikan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk | Sambas

dan Keluarga Berencana




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2023
No Strategi Unsur Aktor Lokus
Instansi Vertikal Perwakilan BKKBN Kalbar Provinsi
Forum Generasi Berencana (Genre) Ketapang
Gerakan Indonesia Anti Narkotika Sintang
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ketapang
Non Pemerintah
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sintang
Perhimpunan Keluarga Berencana
) Ketapang
Indonesia
Meningkatkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan S
intan
kesadartahuan pemuda/ Perempuan Dan Perlindungan Anak 8
remaja tentang tantangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan o
o Provinsi
dan peluang lingkungan Pariwista
terhadap pertumbuhan Ketapang
. Dinas Kesehatan -
pemuda/remaja Melawi
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Perempuan & o
Provinsi
Perlindungan Anak
Dinas Sosial
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Ketapang

Berencana




Perkawinan Anak
di Kalimantan Barat

No Strategi Unsur Aktor Lokus
Kantor Kementerian Agama Ketapang
Instansi Vertikal Pengadilan Agama Sintang
Perwakilan BKKBN Kalbar Provinsi
Aisyiah Sintang
Ketapan
Forum Anak pere
Sintang
Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Melawi
Non Pemerintah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sintang
Keuskupan Gereja Katholik Melawi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ]
(PKK) Sintang
Wahana Visi Indonesia Melawi
) Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sambas
Kampanye/ Promosi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan .
kesetaraan hak-hak . Sintang
Perempuan Dan Perlindungan Anak
d
perempuan dan . Melawi
pencegahan perkawinan Provinsi
anak Dinas Kesehatan
Sambas
Sintang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Ketapang
Pemerintahan Desa
Peranglat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan &
Provinsi
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk | Sambas
dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan | Melawi
Perlindungan Anak
Dinas Sosial Sintang
Kantor Kementerian Agama Melawi
Instansi Vertikal Kementerian Agama Sintang
Perwakilan BKKBN Kalbar Provinsi
Forum Anak Ketapang
Non Pemerintah
Forum Generasi Berencana (Genre)
Memperkuat kualitas Melawi
Dinas Kesehatan
pembelajaran Sintang
Ketapang
Perangkat Daerah Melawi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Sambas

Sintang




PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2023
No Strategi Unsur Aktor Lokus
Non Pemerintah Forum Anak Melawi Melawi
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan )
. Sintang
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sambas
Dinas Kesehatan
Sintang
Dinas Pemberdayaan Perempuan &
Provinsi
Perlindungan Anak
Mendorong peran orang Dinas Pemberdayaan Perempuan
tua dalam melakukan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk | Sambas
pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Keluarga Berencana
prilaku anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan | Melawi
Perlindungan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Ketapang
Berencana
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
Sambas
dan Desa
Instansi Vertikal Perwakilan BKKBN Kalbar Provinsi
Non Pemerintah Forum Anak Ketapang
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan )
) Sintang
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Advokasi/ Perlindungan
Dinas Pemberdayaan Perempuan &
terhadap hak perempuan
Perlindungan Anak Provinsi
dan anak Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan | Melawi
Perlindungan Anak
Instansi Vertikal Perwakilan BKKBN Kalbar Provinsi
Non Pemerintah Keuskupan Gereja Katholik Sintang
Badan Perencanaan dan Pembangunan
Sambas
Daerah
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Memperkuat instrumen/ . Sintang
Perempuan Dan Perlindungan Anak
perangkat pendukung - —
. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Provinsi
(kebijakan dan perangkat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
lainnya) ditingkat daerah Ketapang
. Perangkat Daerah Pemerintahan Desa
tentang perlindungan -
Sintang
anak dan perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan & L
Provinsi
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk | Sambas

dan Keluarga Berencana




Perkawinan Anak
di Kalimantan Barat

dan Desa

No Strategi Unsur Aktor Lokus
Kantor Kementerian Agama Sambas
Instansi Vertikal
Perwakilan BKKBN Kalbar Provinsi
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan )
. Sintang
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melawi
Provinsi
Dinas Kesehatan Melawi
Dinas Pemberdayaan Perempuan &
Integrasi Data Kabupaten
9 Perlindungan Anak
Perkawinan Anak
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk | Sambas
dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan | Melawi
Perlindungan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Ketapang
Berencana
Ketapang
Pengadilan Agama
Instansi Vertikal Sintang
Perwakilan BKKBN Kalbar Provinsi
Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
Sambas
Non Pemerintah Indonesia (APSAI)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sintang
Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sambas
Membangun/ Bidang Tata Pemerintahan Setda Melawi
10 Memperkuat Jaringan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan S
intan
Kerja Perempuan Dan Perlindungan Anak 8
Dinas Pemberdayaan Perempuan &
Provinsi
Perangkat Daerah Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan | Melawi
Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat
Sambas




4.2 Sinergitas Aksi

Mengacu pada strategi dan aktor, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3, maka masing-masing aktor merumuskan program sesuai dengan kewenangannya,
yang diyakini berkontribusi dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kalimantan Barat. Sinergitas aksi antar aktor, selain mengacu pada strategi yang telah
dirumuskan tersebut, juga mengacu pada sasaran program. Sinergitas mengacu pada sasaran program, dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 3. Sinergitas Aksi Pencegahan Perkawinan Anak

Aktor & Aksi

Masalah dan Akar

dan Lembaga
Terkait

& Perlindungan Anak

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan

Provinsi

Dimensi Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
SOSIAL Lemahnya instrumen/ Advokasi/ Remaja Melawi Dinas Pengendalian Penduduk Advokasi Kebijakan dan Terlaksananya advokasi kebijakan
BUDAYA perangkat pendukung Perlindungan Keluarga Berencana Pendampingan Peningkatan dan pendampingan peningkatan par
(kebijakan dan terhadap hak Pemberdayaan Perempuan Dan | Partisipasi Perempuan dan tisipasi perempuan dalam Politik,
perangkat lainnya) perempuan Perlindungan Anak Politik, Hukum, Sosial dan Hukum, Sosial, dan Ekonomi
terhadap perlindungan | dan anak Ekonomi
perempuan dan anak Penyediaan Layanan Pengaduan | terlaksananya pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan masyarakat bagi perempuan korban
Korban Kekerasan Kewenangan | kekerasan kewenangan
Kabupaten/Kota kab/kota
Advokasi Kebijakan dan terlaksananya advokasi kebijakan
Pendampingan Penyediaan dan perlindungan layanan bagi
Sarana Prasarana Layanan bagi | perempuan korban kekerasan
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sintang Dinas Keluarga Berencana, Advokasi Kebijakan dan jumlah kegiatan advokasi
Pemberdayaan Perempuan Dan | Pendampingan Pemenuhan kebijakan dan pendampingan
Perlindungan Anak Hak Anak pada Lembaga pemenuhan hak anak yang
Pemerintah, Non dilaksanakan
Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha
Kewenangan Kab/Kota
Perangkat Daerah | Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan | Koordinasi dan Sinkronisasi Membentuk anggota SATGAS

perlindungan anak terpadu




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Locus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
P tan dan P b
enguatan dan <.engem angan terlaksananya layanan peningkatan
Lembaga Penyedia Layanan . .
. . . kualitas hidup anak kewenangan
Peningkatan Kualitas Hidup kabupaten/kota
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota P
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Terlaksananya Pelembagaan
Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan Pengaruutamaan Gender (PUG)
Penduduk Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
. Berencana Pembentukan PUSPAGA.
Melawi
Pemberdayaan Lembaga ini untuk pelayanan
Perempuan Dan meningkatkan kehidupan keluarga,
Perlindungan Anak Advokasi Kebijakan dan melalui pendidikan pengasuhan
Pendampingan untuk Mewujudkan keterampilan untuk menjadi
KG dan Perlindungan Anak orang tua, keterampilan mendidik
Kewenangan Kabupaten/Kota anak dan kemampuan konseling
bagi anak. Edukasi kepada
keluarga agar tidak mudah
menikahkan anak.
Memberikan Pembinaan Secara Memberikan KIE Kepada
Provinsi Perwakilan BKKBN Berkesinambungan Pada Daerah yang | Masyarakat Khususnya
ovinsi
Kalbar Termasuk Kampung Keluarga perempuan dan anak di kampung
Masyarakat . X
Berkualitas Keluarga Berkulitas
Kotak | d
Ketapang Forum Anak Layanan pengaduan Anak ° .a ayanan. pengacuan secara
daring melalui google form
P k Koordinasi dan Sinkronisasi
Membangun/ erangiat Dinas Pemberdayaan cordinast can >in ro.nlsa5| membuat komitmen bersama
Daerah dan e Pelaksanaan Pendampingan ) ]
Memperkuat Provinsi Perempuan & . . . OPD lain dalam mewujudkan
. . Lembaga ] Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Jaringan Kerja . Perlindungan Anak . kabupaten/ kota layak anak
Terkait Kewenangan Provinsi




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Memberikan dorongan pada dunia
ha untuk ingkatk:
Koordinasi dan Sinkronisasi usa 'a'un u mening ? an
L partisipasi dalam perlindungan
Penguatan Jejaring Antar Lembaga .
) perempuan dan perlindungan
Penyedia Layanan Anak yang . .
. anak. Ini terkait dengan KLA
Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi (Kampung Layak Anak) - Pada
W ovinsi
& KLA ini ada aksi pemberdayaan
masyarakat terutama pada ibu-ibu
Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatkan komitment
Pelaksanaan PUG Kewenangan penganggaran responsif gender
Provinsi pada lembaga pemerintah
Pelibatan konselor/psikolog yang
ditunjuk Dinsos PPPAKB. Hasil
k Itasi d
Ketapang Pengadilan Agama Pelaksanaan MoU Dispensasi Nikah onsutast .engan .
konselor/psikolog menjadi salah
satu pertimbangan hakim dalam
menerbitkan disepensasi kawin
Dinas Pengendalian o .
Sosialisasi UU Perlindungan Anak
Penduduk Keluarga L . L . ]
B Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sosialisasi Perda Perlindungan
erencana
Melawi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak terbaru yang telah direvisi
Pemberdayaan

Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

kepada pihak lingkup perangkat
daerah dan masyarakat




Aktor & Aksi

Dimensi

Masalah dan
Akar
Masalah

Strategi

Sasaran

Lokus

Aktor

Sub Kegiatan

Deskripsi Sub Kegiatan

Bidang Tata
Pemerintahan Setda

Mou Dispensasi Kawin

MoU antara Pengadilan Agama,
Kementerian Agama, DP3AP2KB
dan Dinas Kesehatan terkait
penanganan Anak Berhadapan
Hukum (ABH) dalam hal
Dispensasi Kawin.

Sinergitas tupoksi masing-masing
pihak yaitu Pengadilan Agama,
Kementerian Agama, DP2KBP3A
dan Dinas Kesehatan dalam
penanganan ABH Dispensasi
Kawin

Sambas

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Peningkatan kapasitas lembaga desa
(RT,RW, Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Karang Taruna,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
dan POSYANDU)

Peningkatan kapasitas lembaga
desa (RT,RW, Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK),
Karang Taruna, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, dan
POSYANDU)

Sintang

Pengadilan Agama

Nota Kesepahaman dengan Dinas
Kesehatan

Syarat keterangan kesehatan
reproduksi calon pengantin
dibawah umur sebagai syarat
untuk memberikan dispensasi
perkawinan

Nota Kesepahaman tentang
keterangan kesehatan jiwa calon
pengantin

Merumuskan pentingnya
rekomendasi kesehatan jiwa calon
pengantin usia dini sebagai syarat
pemberian dispensasi
(bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan, IBI, dan IDI)




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Merumuskan pentingnya
rekomendasi kesehatan jiwa calon
Nota Kesepahaman tentang . o .
Ikatan Dokter . pengantin usia dini sebagai syarat
. keterangan kesehatan jiwa calon . . ]
Indonesia (IDI) engantin pemberian dispensasi
i
Peng (bekerjasama dengan Pengadilan
Agama)
Dinas Keluarga
B , lah lemb intah
erencana Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Jumiah lembaga pemerinta
Pemberdayaan daerah kabupaten/kota yang telah
PUG termasuk PPRG o
Perempuan Dan dilatih PUG
Perlindungan Anak
P t jaring Antar Lemb
Memperkuat Dinas Pemberdayaan engua.an Jejaring n.ar embaga Memfasilitas Regulasi Rencana
o Penyedia Layanan Peningkatan . .
instrumen/ Provinsi Perempuan & . Aksi Pencegahan Perkawinana
) Kualitas Keluarga Kewenangan
perangkat Perlindungan Anak Provinsi Anak
pendukung -
D Pemberd
(kebijakan dan | Perangkat inas Fembercayaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | Sosialisasi Penyusunan Perdes
Ketapang Masyarakat dan .
perangkat Daerah dan . Desa Pencegahan Perkawinan Anak
. Pemerintahan Desa
lainnya) Lembaga Keusk Gerei ) dic = untuk
. ) euskupan Gereja arangan ditiap gereja untu ) ) ,
ditingkat Terkait berlaku untuk t katholik
g Katholik menikahkan anak dibawah umur eriakil untuik tiap gereja fathot
daerah tentang Mend 3 P
perlindungan Sintang Dinas Pemberdayaan o endorong adanya Peraturan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | Desa (Perdes) tentang Larangan
anak dan Masyarakat dan ] . i Py
. Desa Tidak Boleh Menikah di Usia Dini
perempuan Pemerintahan Desa - .
yang berisikan saknsi/denda
Mend
e(:n c;rr::g Dinas Pengendalian Penyediaan Biaya Operasional bagi
Lemahnya Pt dal g Penduduk Keluarga Pengelola dan Pelaksana (Kader) Persentase Jumlah Kesejahteraan
ua dalam
perspektif ttg lakuk Orang Tua/ Melawi Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
melakukan elawi
Pentingnya Keluarga Pemberdayaan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
engawasan
Pendidikan Pt ghV:j Perempuan Dan PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Keluarga/UPPKS)
erhadap

prilaku anak

Perlindungan Anak

Keluarga/UPPKS)




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan Persentase Jumlah Kesejahteraan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
BKL, PPPKS, PIK-R dan PIK-R dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
. . Pemberian informasi mengenai
Dinas Sosial, . -
Pemberdavaan Pemberian akses ke layanan akses ke layanan pendidik dan
Y pendidikan dan kesehatan dasar kesehatan dasar, seperti fasilitasi
Masyarakat Sambas Masyarakat dan Desa )
pembuatan Kartu Identitas Anak
Pelayanan terpadu di
Dinas Kesehat PUSKESMAS
inas Kesehatan PUSKESMAS
Kantor Wilayah Pemberian.beasjiswa santri
. berprestasi dari dalam dan luar
Kementerian Agama )
negeri.
Konseling/komunikasi, informasi,
edukasi (KIE) kesehatan
reproduksi calon pengantin
Meningkatkan . o - Skrinin.g kes.e'hatan bagi salon
Remaja Provinsi pengantin, minimal pemeriksaan
kesadartahuan tatus gizi meliputi: ( ik
status gizi meliputi: (pemeriksaan
masyarakat Dinas Kesehatan Tes Menjelang Pernikahan § .P . P
tent berat badan, tinggi badan,
entan
entin ng . penentuan Indeks Masa Tubuh
i
P d'dg'ky (IMT), pemeriksaan lingkar lengan
endidikan
P atas/LILA) dan tanda anemia
(pemeriksaan kongjungtiva dan
pemeriksaan Hb)
Perangkat
Penyi di seti kolah
Daerah dan lkatan Dokter Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan eny|a;?an guru di setiap sekola
Ketapang . . sebagai konselor kesehatan
Lembaga Indonesia (IDI) Reproduksi

Terkait

reproduksi




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Dinas Pemberdayaan
P
erejmpuan Penyediaan Layanan Peningkatan Sosialisasi pengembangan sekolah
Perlindungan Anak . . .
Sambas > Kualitas Hidup Anak Kewenangan layak anak dan deklarasi dan
Pengendalian Penduduk
Kabupaten/Kota pembetukan sekolah ramah anak
dan Keluarga
Berencana
Sosialisasi - h
Perwakilan BKKBN memberikan Pembelajaran osta IS?SI mengenzfllpencega an
) . perkawinan anak ditingkat sekolah
Kalbar Kependudukan Siswa SMA Sederajat )
. o SMA sederajat
Pelajar Provinsi Sosialisas pad —
Kantor Wilayah o o osialisasi pada remaja usia
) Bimbingan Remaja Usia Sekolah sekolah tentang pencegahan
Kementerian Agama )
perkawinan anak
P tan Jejaring Antar Lemb
engua.an Jejaring n. r -embaga Fasilitasi Pembentukan pengurus
Penyedia Layanan Peningkatan .
. ) Forum Anak Daerah, Penyediaan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
. ] ruangan khusus untu pengurus
Provinsi dan Lintas Daerah o .
FAD, monitoring kegiatan FAD
Kabupaten/Kota
Dinas Pemberd Advokasi Kebijakan dan
inas Pemberdayaan
P & 4 Pendampingan Pemenuhan Hak Anak | Peningkatan kapasitas forum anak
erempuan
Perli dp Anak pada Lembaga Pemerintah, Non prov/kab terkait pencegahan
erlindungan Anal
Mendorong g Pemerintah, Media dan Dunia Usaha perkawinan anak
Pergaulan keterlibatan Kewenangan Provinsi
i Meningkatkan Kapasit: d
Bebas/ alf Pemuda/ Remaja Provinsi Penyediaan Layanan Peningkatan ening a. an ap.aS| as pemuca
Penyalahgunaan remaja dalam . . dan remaja sebagai pelopor dan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Tl program-progr pelapor dalam pencegahan

am pemerintah

Provinsi

perkawinan anak

Perwakilan BKKBN
Kalbar

Memberikan pelatihan dan
Pemberian Bantuan Alat Tepat Guna

Memberikan bantuan berupa
pelatihan dan alat tepat guna

Dinas Kesehatan

Pembinaan Pelaksanaan Upaya
Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Pelatihan kader posyandu remaja
untuk kampanye bahaya
perkawinan anak di sektor
kesehatan




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan pemben tukan dan . . .
. peningkatan kapasitas dan kualitas
Pengembangan Pusat pembinaan dan .
. atlet PPLP dalam pencapaian
Pelatihan Olahraga serta Sekolah i L
Dinas Kepemudaan, . prestasi terbaik di bidang olahraga
o Olarhaga Yang diselenggarakan oleh
Olahraga dan Pariwista .
masyarakat dan Dunia Usaha
Penyel Seleksi d
Penyelenggaraan Seleksi dan enyc.e enggaraan >eie S.I an
X . Pelatihan Pasukan Pengibar
Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
Bendera
PIK-R (Pusat Informasi Konseling
Remaja) yakni melibatkan remaja,
remaja dilatih menjadi konselor
Dinas Pengendalian Orientasi/Pelatihan Teknis yang mana sebagai teman
Penduduk Keluarga Pelaksana/Kader Ketahanan dan konseling bagi remaja-remaja
Melawi Berencana Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, lainnya. Dari ini PIK-R dapat
Pemberdayaan BKL, PPPKS, PIK-R dan digunakan untuk edukasi terkait
Perempuan Dan Pemberdayaan Ekonomi pencegahan perkawinan anak dari
Perlindungan Anak Keluarga/UPPKS) remaja ke remaja lain. Khusus
PIK-R sebenarnya sudah ada
disekolah-sekolah terutama
tingkat SMA
Dinas P d ialisasi i PIK-R d
inas Pemberdayaan Pusat Informasi dan Konseling SOSI.a isasi mengen.al an
Perempuan Remaja (PIK-R) peningkatan kapasitas kader
Sambas Perlindungan Anak ) PIK-R
Pengendalian Penduduk Pusat Inf i dan K i
dan Keluarga usa .n ormast dan fonseling Peningkatan Kapasitas PIK-R
Remaja (PIK-R)
Berencana
Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Orang Tua/ Perlindungan Anak . Penambahan jumlah Kampung KB
Samb K Kel Berkualitas (KB
Keluarga ambas Pengendalian Penduduk ampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Sambas

dan Keluarga
Berencana




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Forum Genre Sosialisasi Stop
Memberikan Penyuluhan dan Kawin Muda Mlibatkan Remaja
Sosialisasi Kepada Remaja dan Usia 15-24 Tahun di Tingkat
Keluarga Kabupaten dan Bina Keluarga
Remaja
PIK-R ialah Wadah diskusi pada
teman sebaya sebagai konselor
(teman sebaya yang memiliki
sertifikasi). Ada pelatihan. Juga
iliki fungsi untuk h
Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja meir:: ,In;]niil]_un tK penceganan
i Wi ini
Meningkatkan dan BKR dalam Edukasi Penyiapan P .
kesadartahuan . . . BKR ialah sasarannya pada
Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja o .
pemuda/remaja (PKBR) keluarga yang memiliki remaja
tentang Perwakilan BKKBN yang mana mengedukasi terkait
tantangan dan Kalbar kesehatan reproduksi pada
Remaja Provinsi N .
peluang remaja. Bisa saja memasukkan
lingkungan edukasi terkait pengelolaan
terhadap keuangan pada keluarga remaja.
Memberikan KIE kepada Remaj
pertumbuhan Pendidikan dan Pelatihan Bagi embert an. epaca femaja
pemuda/remaja Tentang pentingnya Keluarga
GENRE ;
Berkualitas
M dakan Sosialisasi Kepad
Memberikan Penyuluhan Mengenai eng'a akan Sosia |sa.5| epaca
kesehatan Reproduksi Remaja remaja dengan bekerjasama
oduksi
P ' dengan BKKBN
. e Kerjasama dengan Remaja
Memberikan Sosialisasi Kepemudaan I T
Katholik dan kelompok keagamaan Katholik di Tingkat Provinsi/
oli ompo
lainnva P 8 Kabupaten Kota Untuk Sosialisai
4 Pencegahan Perkawinan Anak
Dinas Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Meningkatkan Bimbingan Fisik,

Spiritual dan Sosial

Mental, Spritual dan Sosial




Aktor & Aksi

Masalah dan
Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga KeMasyarakatan

Dinas Pemberdayaan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Mendorong peran serta
Masyarakat dan Desa Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), | masyarakat khususnya pemuda
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

Pemeriksaan kesehatan,

didikan karakter hid hat
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan pendidikan karakter hidup seha

Dinas Kesehat:
nas fesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

yang menyasar remaja dan
meningkatkan kapasitas untuk

konselor sebaya (remaja)

Koordinasi, Sinkronisasi dan Meningkatkan kapasitas pemuda
Penyelenggaraan Peningkatan dalam bidang Pendidikan, IT,
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pangan, SDA dan Lingkungan
Pelopor Provinsi Hidup, SDA Sosial dan agama

Koordinasi, Sinkronisasi dan . .
. Pembinaan untuk meningkatkan
Penyelenggaraan Peningkatan

Kapasitas Daya Saing Wirausaha

Muda Provinsi

kapasitas wirausaha muda seluruh
kabupaten/ kota

Dinas Kepemudaan,

Meningkatkan kesadartahuan d
Olahraga dan Pariwista | Koordinasi, Sinkronisasi dan eninglatian kesadartanuan dan

daya saing pemuda kader/ remaja
sosial budaya, pendidikan dan
pariwisata ditingkat nasional dan

Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader

Provinsi ) .
internasional
Mendukung kegiatan Pramuka di
Peningkatan Kapasitas Organisasi tingkat Provinsi melalui dana
Kepramukaan Provinsi Hibah untuk mendukung kegiatan
Kwarda dan Kwarcab
Wadah konsultasi dan bimbingan
Ketapang Forum Generasi Pusat Informasi dan Konsoling psikologi bagi remaja mengenai
Berencana (Genre) Remaja permasalahan pribadi, keluarga,

maupun lingkungan




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Pembentukan Kelompok Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (Bina
Dinas Sosial Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga | Pembinaan terhadap remaja
Pemberdayaan Remaja (BKR), Pusat Informasi dan dilakukan melalui Program
Perempuan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Generasi Berencana (Genre) yang
Perlindungan Anak dan | Keluarga Lansia (BKL), Unit mempromosikan pendewasaan
Keluarga Berencana Peningkatan Pendapatan Keluarga usia perkawinan
Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
P lolaan Pel Kesehat:
Pelajar Ketapang Dinas Kesehatan pjgjersiza;eniliilyi:;?\nD;i atan Pengelolaan Posyandu Remaja
Masyarakat Sintan Gerakan Indonesia Penyuluhan memuat materi tentang PPA
4 & Anti Narkotika 4 dalam kampanye anti narkoba
Perspektif
peran
perempuan Advokasi/ .
dalam rumah ) . Penyediaan Layanan Pengaduan .
Perlindungan Dinas Pemberdayaan . Menerima layanan pengaduan dan
tangga dan . o Masyarakat bagi Perempuan Korban . .
terhadap hak Remaja Provinsi Perempuan & ] . memberikan pelayanan tindak
Rendahya . Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi .
perempuan Perlindungan Anak . lanjut
pemahaman dan anak dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

terhadap resiko
pernikahan
dibawah umur




Aktor & Aksi

Dimensi

Masalah dan
Akar
Masalah

Strategi

Sasaran

Lokus

Aktor

Sub Kegiatan

Deskripsi Sub Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Kewenangan
Provinsi

Memberikan perlindungan
terhadap perempuan korban
TPPO (Tindak Pidana
Perdagangan Orang) yang
berkaitan dengan pencegahan
perkawinan dini karena terkait
kasus kawin kontrak pada wanita
di usia muda <19 tahun
penyebabnya kesenjangan
ekonomi dan Adanya Kampanye 3
Ends : |. Akhiri Kekerasan thd
Perempuan dan Anak, 2. Akhiri
kesenjangan ekonomi terhadap
perempuan, 3. Akhiri
perdagangan orang. (Sasaran aksi
ini ke Remaja Usia Sekolah (SMA)
dan kampanye di kabupaten
bekerjasama dengan DP3A
kabupaten.

Kampanye/
Promosi
kesetaraan
hak-hak
perempuan
dan
pencegahan
perkawinan
anak

Remaja

Provinsi

Dinas Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi,
Edukasi KG dan Perlindungan Anak
bagi Keluarga Kewenangan Provinsi

Memberikan Pendampingan untuk
meningkatkan pemahaman
dampak pernikahan anak

Dinas Kesehatan

Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan
dan Minuman serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya

Sosialisasi tentang rentannya
Perkawinan Anak pada saat
pelaksanaan Pemberian tablet
tambah darah guna menguatkan
kesehatan reproduksi remaja
putri

Ketapang

Forum Anak

Kampanye mengenai Pencegahan
Perkawinan Anak

Kampanye melalui media sosial
mengenai hak-hak anak dan
pencegahan perkawinan anak

Sintang

Pengadilan Agama

Mediasi

Memberikan informasi terhadap
calon pengantin usia dini terhadap

resiko perkawinan bawah umur




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga | Pembinaan Anak dan Remaja bekerjasama dan DKBP3A
(PKK)
Melalui instagram melakukan
Forum Anak Live Education kampanye pencegahan
perkawinan anak
Dinas Pemberdayaan Penyuluhan kepada kader PKK
Perempuan Se-Kabupaten Sambas mengenai
Perangkat Perlindungan Anak Program CEPAK (Cegah Perkawinan | PPA, stunting, KESPRO dan
Sambas > o . .
Daerah dan Pengendalian Penduduk | Anak) lain-lain dengan melibatkan dinas
Lembaga dan Keluarga terkait untuk menjadi
Terkait Berencana penyuluh/pemateri
teri FGD t ki
Sintang Dinas Sosial FGD Tingkat Desa (APBN) r::Aerl memuat kampanye
Pelayanan Kesehatan Pendidikan
Pemberian tabl bah darah pad
Melawi Dinas Kesehatan em .er|an .a et tamban carah paca Dasar Mengacu Petunjuk Teknis
remaja putri )
Kementerian Kesehatan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Sambas melalui Bidang Kesra
Bidang Kesejaht
. Sambas cang Pesejanteraan Seribu Da'i Setda Kabupaten Sambas,
Pelajar Rakyat Setda o .
memiliki program 1.000 Dai yang
menyasar ke sekolah-sekolah.
Melakukan roadshow ke
kolah-sekolah melakuk:
Sintang Forum Anak Peringatan Hari Anak Nasional seiolan-seiolah melakuian
kampanye pencegahan
perkawinan anak
PKK dalam setiap program
Pemberdayaan . kerjanya akan menyisipkan
Orang Tua/ . . Sosialisasi Dan Kampanye Isu e .
Melawi Kesejahteraan Keluarga . sosialisasi pencegahan perkawinan
Keluarga Pencegahan Perkawinan Anak

(PKK)

anak dan berkolaborasi dengan
DP2KBP3A




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
melalui panti asuhan yang dikelola,
j berik: didik k
Sintang Aisyiah Pembinaan pada anak2 panti asuhan Juga membertkan pencid .an sexs
untuk pencegahan perkawinan
anak sejak dini
Mengadakan KIE kepada
o Perwakilan BKKBN Memberikan KIE secara masyarakat Khususnya
Provinsi . .
Kalbar berkelanjutan perempuan dan Anak di Kampung
Keluarga Berkualitas.
Mendorong masuknya
Dinas P d - h
inas Pemberdayaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan progran.w progam pencega an
Ketapang Masyarakat dan perkawinan anak, seperti
. Pembangunan Desa o
Pemerintahan Desa sosialisasi pada Perencanaan
Pembangunan Desa
WVI siap bekerjasama dalam
Wahana Visi Indonesia Sosialisasi Dan Kam.panye Isu mengka.mpanyekan pencegahan
Pencegahan Perkawinan Anak perkawinan anak dan
berkolaborasi dengan forum anak
GOW akan ada program kerja
Masyarakat untuk pencegahan stunting
dengan materi praktek
Gabungan Organisasi Sosialisasi Dan Kampanye Isu pembuatan PMT (Pemberian
Melawi Wanita (GOW) Pencegahan Perkawinan Anak Makanan Tambahan), yang juga
nantinya akan diselingi dengan
sosialisasi pencegahan perkawinan
anak.
Dinas Pengendalian Adanya Sosialisasi
Penduduk Keluarga Advokasi Kebijakan dan Pengar.'ustamaan Gender terkait
Berencana . mewujudkan kesetaraan gender
Pendampingan Pelaksanaan PUG
Pemberdayaan dalam pembangunan, upaya
termasuk PPRG ] .
Perempuan Dan menepis perspektif peran
Perlindungan Anak perempuan dalam rumah tangga
Pel terpadu di
Sambas Dinas Kesehatan PUSKESMAS ¢ ayanan terpacu <l

PUSKESMAS




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Unit KIA-KB Tersedianya unit KIA-KB di
Puskesmas
Pembinaan kampung keluarga
Pembinaan terpadu Kampung berkualitas yang sudah terbentuk
Keluarga Berkualitas (KB) dengan melibatkan posyandu
remaja
Dinas Keluarga
. Berencana, pengembangan K!E anak yang jumlah kegiatan KIE yang
Sintang Pemberdayaan memerlukan perlindungan khusus dilakukan
ilaku
Perempuan Dan kewenangan kabupaten/kota
Perlindungan Anak
. Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Meningkatkan . .
. Komprehensif bagi Keluarga dalam o
kesadartahuan Dinas Pemberdayaan . - Memfasilitasi muatan pencegahan
) . L. Mewujudkan KG dan Perlindungan R
pemuda/remaja | Remaja Provinsi Perempuan & ) . . perkawinan anak agenda forum
cent Perlindungan Anak Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup uspa
. ten angd 8 Daerah Provinsi dan Lintas Daerah PUsP
ntangan dan Kabupaten/Kota
peluang - - - - e ..
. Dinas Sosial Advokasi Kebijakan dan Sosialisasi dan koordinasi Anggota
lingkungan Perangkat .
cerhada Daerah dan Pemberdayaan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak | Gugus Tugas KLA dan Masyarakat
ertumbuEan Lembaga Ketapang Perempuan pada Lembaga Pemerintah, Non di Kecamatan untuk inisiasi
P . ‘g Perlindungan Anak dan | Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | pembentukan kecamatan dan
pemuda/remaja | Terkait
Keluarga Berencana Kewenangan Kabupaten/Kota Desa/ Kelurahan layak anak
Penyuluhan dan bimbingan
Kampanye/ terhadap pasangan calon
) Promosi Kantor Kementerian Penyuluh Agama Islam dan Penasihat P pasang
Perspektif usia Ketapang . pengantin dalam membangun
. kesetaraan Agama perkawinan )
layak menikah rumah tangga berkualitas dan pola
hak-hak .
berdasarkan Remai pengasuhan terbaik untuk anak
tanda-tanda per(—(:jn;:uan emaja Keuskupan Gereja Katolik Melawi
kedewasaan . o akan mendorong UMK/Kelompok
L pencegahan . Keuskupan Gereja Sosialisasi Dan Kampanye Isu ]
(akil baligh) ) Melawi . . Pemuda Gereja untuk
perkawinan Katholik Pencegahan Perkawinan Anak o .
anak mensosialisasikan isu pencegahan

perkawinan anak




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Kader-Kader TPK (Tim
Pendamping Kel kni
Dinas Pengendalian Pengadaan Sarana Kelompok endamping Keluarga) ya' n|
- tergabung dalam BKR (Bina
Penduduk Keluarga Kegiatan Ketahanan dan .
) Keluarga Remaja) melakukan
Berencana Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, envuluhan/sosialisasi di desa
Pemberdayaan BKL, PPPKS, PIK-R dan peny desa
. salah satunya pada remaja yakni
Perempuan Dan Pemberdayaan Ekonomi dalam menunda perkawinan
Perlindungan Anak Keluarga/UPPKS) . P T
namun jika sudah terjadi
perkawinan menunda kehamilan.
Ikatan Dokter Penyuluhan ttg PPA ke
Pelaj Sint Penyuluh
R ntang Indonesia (IDI) enyuihan remaja-remaja disekolah
- Perwakilan BKKBN Pelaksanaan Lomba Penjaringan Sosilais?si mengena.i .pencegahan
Provinsi Pemahaman Tentang Kependudukan perkawinan anak ditingkat
Kalbar
Berdasarkan Kelompok Umur masyarakat
Peningkatan kapasitas masyarakat
Dinas Pemberdayaan dan desa serta sosialisasi
Ketapang Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pencegahan perkawinan anak
Pemerintahan Desa kepada lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan
Terlaksananya Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
Masyarakat dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota. Terkait upaya
pencegahan perkawinan anak,
bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
Pemberian Bimbi Fisik, Mental,
Melawi Dinas Sosial embertan Bimbingan Hstic, Ten dan Sosial dapat diberikan kepada

Spiritual, dan Sosial

anak terlantar serta petugas
PMKS yang bertugas di setiap
kecamatan dapat
mensosialisasikan upaya
pencegahan perkawinan anak
pada anak-anak terlantar




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
PATBM (Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat) :
adanya sosialisasi/edukasi kepada
Dinas Pengendalian It(epljli kelualrgz.l at,al,J or'lang.tua
erkait regulasi minimal usia
Penduduk Keluarga Penyediaan Layanan Pengaduan . & )
. menikah dan parenting (pola asuh
Berencana Masyarakat bagi Anak yang o
. orangtua). Dalam hal ini ada
Pemberdayaan Memerlukan Perlindungan Khusus . .
. tujuan untuk bekerjasama dengan
Perempuan Dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
) DPMPDes yang mana mendorong
Perlindungan Anak
desa dengan anggaran ADD
untuk mengadakan sosialisasi
tersebut kepada kepala keluarga
di desa-desa
Peningkat; U P i
eninglatan pa?'a rornom Penyadartahuan masyarakat
. . Kesehatan, Advokasi, Kemitraan .
Sintang Dinas Kesehatan tentang bahaya/ resiko
dan  Pemberdayaan ;
perkawinan anak
Masyarakat
M kuat M kan P Elsimil
.emper ua . L Perwakilan BKKBN Penyediaan Aplikasi Untuk Persiapan enerapian Frogram Eisim!
instrumen/ Remaja Provinsi ) kepada Pemuda/l yang akan
Kalbar Pernikahan .
perangkat menikah
Relatif pendukung
mudahnya (kebijakan dan
enyelenggaraa erangkat
peny . &8 P . & Perangkat Mendorong adanya Peraturan
n pernikahan lainnya) . .
L Daerah dan . Dinas Pemberdayaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | Desa (Perdes) tentang Larangan
secara adat/ ditingkat Provinsi ) . i
Lembaga Masyarakat dan Desa Desa Tidak Boleh Menikah di Usia Dini
agama daerah tentang . . .
Terkait yang berisikan saknsi/denda

perlindungan
anak dan
perempuan




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
Adanya PERDES mengenai
pencegahan perkawinan anak.
. Tahun 2022 telah dilaksanakan
Dinas Pemberdayaan o
sosialisasi kepada seluruh kepala
Perempuan desa mengenai penyusunan
Sambas Perlindungan Anak Perdes Perlindungan Anak Berbasis PERDES gence Paha);1 erkawinan
Wi
Pengendalian Penduduk | Adat anak P & P
dan Kel '
an heluarga Tahun 2023 akan ada pelatihan
Berencana . . .
lanjutan mengenai rancangan isi
dari PERDES pencegahan
perkawinan anak.
Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan .
. . Membangun dan meningkatkan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi . A
. kualitas hidup keluarga untuk
Orang Tua Hebat, Generasi mewujudkan generasi unggul
Berencana, Kelanjutusiaan Serta l 8 &8
Mendorong Pengelolaan Keuangan Keluarga)
peran orang Dinas Sosial Meningkatkan pengetahuan, sikap,
Rendahnya tua dalam o Tua/ Pemberdayaan perilaku dan keterampilan orang
rang Tua
pengawasan melakukan g Ketapang Perempuan . . . . tua dan anggota keluarga lainnya,
Keluarga . Orientasi dan Pelatihan Teknis .
orang tua pengawasan Perlindungan Anak dan Pengelola Ketahanan dan membina tumbuh kembang anak
terhadap Keluarga Berencana g. dan remaja baik fisik maupun
. Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, . .
prilaku anak intelektual, kesehatan reproduksi,

BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

mental, emosional, sosial dan
motal spiritual secara seimbang
melalui komunikasi efektif antara
orang tua atau keluarga dengan
remaja




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
|. Memberikan pemahaman
terhadap orang tua terkait
dampak perkawinan anak
2. Menguatkan peraturan usia
minimal menikah
o 3. Melaksanakan bimbingan atau
. Sosialisasi Dan Kampanye Isu o . .
Forum Anak Melawi . sosialisasi terhadap remaja terkait
Pencegahan Perkawinan Anak K . .
perkawinan usia anak di sekolah
maupun desa-desa
Melawi 4. Peningkatan pengetahuan dan
edukasi tentang bahaya seks
bebas sehingga terjadi penurunan
perkawinan anak dan stunting.
Dinas Pengendalian .
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Penduduk Keluarga i .
Komprehensif bagi Keluarga dalam . .
Berencana . ) Persentase Peningkatan Kualitas
Mewujudkan KG dan Perlindungan
Pemberdayaan ) . Terhadap Keluarga
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Perempuan Dan Daerah Kabupaten/Kota
Perlindungan Anak P
Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Sambas Perlindungan Anak Pembinaan terpadu Kampung Pembinaan kampung keluarga
Pengendalian Penduduk | Keluarga Berkualitas (KB) berkualitas yang sudah terbentuk
dan Keluarga
Berencana
Penyadartah kat
. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan enyadartantan ma'syara 2
Dinas Kesehatan . tentang bahaya/ resiko
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga i
perkawinan anak
Dinas Kel Orientasi dan Pelatihan Teknis
Sintang inas Reluarga Pengelola Ketahanan dan .
Berencana, . Memperkuat BKR yang ditujukan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, . L
Pemberdayaan bagi keluarga yang memiliki anak

Perempuan Dan
Perlindungan Anak

BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

remaja




Aktor & Aksi

Masalah dan

Dimensi Akar Strategi Sasaran Lokus Aktor Sub Kegiatan Deskripsi Sub Kegiatan
Masalah
P b Kegiatan M kat
engem a.ngan ega ar'f asyaraia Jumlah Kegiatan Pelatihan yang
untuk Peningkatan Kualitas Keluarga )
dilaksanakan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatkan Peran Masyarakat
khususnya masyarakat Desa
tuk b kesadaran,
. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untu m.em angun iesadaran
Dinas Pemberdayaan . . kepedulian dan kemampuan dalam
L untuk Peningkatan Kualitas Keluarga .
Masyarakat Provinsi Perempuan & Kewenangan mencegah, mendekteksi dini,
Perlindungan Anak . & memberikan pertolongan
Provinsi .
pertama dan pelayanan rujukan
ketika terjadi kekerasan terhadap
anak
Fasilitasi Bakti Karang Taruna
L . . Pemberdayaan Potensi Sumber Dalam Melakukan Pemberdayaan
Provinsi Dinas Sosial . . e . .
Kesejahteraan Sosial Provinsi Sosial seperti Temu Karya dan
Jambore
Koordinasi dan Sinkronisasi
coreinast can Sinironisast Pelibatan anak-anak dalam rangka
Pelembagaan Pemenuhan hak Anak . . .
peringatan Hari Anak Nasional
Tidak Mendorong Kewenangan Kabupaten/Kota
roduktifnya keterlibatan Pengembangan Komunikasi,
odukti
P . 4 aktif pemuda/ . . . Informasi dan Edukasi pemenuhan .
aktivitas ] Remaja Dinas Sosial . . Regenerasi Forum Anak Daerah
. remaja dalam hak Anak bagi lembaga Penyedia .
remaja/ Pemberdayaan . . . (FAD), Bimtek anggota FAD
program-progr Layanan Peningkatan Kualitas Hidup o
pemuda Ketapang Perempuan menjadi pelopor dan pelapor

am pemerintah

Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabapaten/Kota

Sosialisasi dan inisiasi
pembentukan aktivis Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) dan Bimtek
menjadi aktivis PATBM




Aktor & Aksi

Dimensi

Masalah dan
Akar
Masalah

Strategi

Sasaran

Lokus

Aktor

Sub Kegiatan

Deskripsi Sub Kegiatan

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa

Penyelenggaraan pekan olahraga
dan seni bagi siswa dan guru
setiap tahun untuk meningkatkan
minat dan bakat siswa dalam olah
raga dan seni. Berbagai tema
dalam kegiatan dapat mengangkat
isu pencegahan perkawinan anak




Aktor & Aksi

4.3 Kemitraan Strategis (Swasta dan Organisasi Non Pemerintah
Lainnya)

Dalam aksi pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat yang cukup tinggi, dibutuhkan keterlibatan
aktif dari semua pihak, termasuklah swasta dan/ atau organisasi non pemerintah lainnya. Aksi dalam

pencegahan perkawinan anak oleh swasta dan/atau organisasi non pemerintah lainnya bersifat kesukarelaan
(voluntary) yang sinergis dengan pelaksanaan aksi oleh pemerintah daerah.

Beberapa organisasi non pemerintah yang telah berkomitmen dalam aksi pencegahan perkawinan anak
adalah;

Tabel 4. Komitmen Lembaga Non Pemerintah dalam Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Masalah d Lokus
Akzsra;asa:‘:h Strategi Locus Aktor Aksi
. Forum Anak Edukasi Kejsehatan
Memperkuat kualitas Ketapan Reproduksi
pembelajaran pang Forum Generasi
Penyuluhan ke Sekolah
Berencana (Genre)
Rendahnya Forum Generasi Edukasi Kesehatan
pengetahuan Meningkatkan Berencana (Genre) Reproduksi
tentang kesadartahuan Ikatan Bidan Penyuluhan dan Edukasi
kesehatan pemuda/remaja tentang | Ketapang | Indonesia (IBl) Kesehatan Reproduksi
reproduksi t.antangan dan peluang Perhimpunan Penyuluhan dan Edukasi
lingkungan terhadap Keluarga Berencana )
. Kesehatan Reproduksi
pertumbuhan Indonesia
pemuda/remaja . Ikatan Dokter Poli Kesehatan Pelayanan
Sintang . :
Indonesia (IDI) Remaja
Mend
Rendahnya endorong peran orang Sosialisasi Dan Kampanye
tua dalam melakukan . .
pengawasan Melawi Forum Anak Melawi Isu Pencegahan
pengawasan terhadap )
orang tua ) Perkawinan Anak
prilaku anak
Perspektif usi Sosialisasi Dan K
erspext .u5|a Kampanye/ Promosi ) Keuskupan Gereja osialisasl Lan Rampanye
layak menikah Melawi ) Isu Pencegahan
kesetaraan hak-hak Katholik )
berdasarkan Perkawinan Anak
perempuan dan
tanda-tanda .
pencegahan perkawinan . Ikatan Dokter
kedewasaan Sintang ] Penyuluhan
L anak Indonesia (IDI)
(akil baligh)
Perspektif Kampanye mengenai
peran Ketapang | Forum Anak Pencegahan Perkawinan
Anak
perempuan Kampanye/ Promosi =
dalam rumah .. | Sosialisasi Dan Kampanye
tangga dan kesetaraan hak-hak Gabungan Organisasi lsu Pencegahan
erempuan dan Wanita (GOW
Rendahya P P . anita ( ) Perkawinan Anak
pencegahan perkawinan )
pemahaman Melawi .
) anak Pemberdayaan Sosialisasi Dan Kampanye
terhadap resiko
) Kesejahteraan Isu Pencegahan
pernikahan )
: Keluarga (PKK) Perkawinan Anak
dibawah umur




PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2023

Masalah dan

Kerja

Indonesia (APSAI)

Strategi Lokus Akt Aksi
Akar Masalah rates! or St
Wahana Visi Sosialisasi Dan Kampanye
Ind i Isu Pencegahan
ndonesia
Perkawinan Anak
Aisyiah PemPinaan pada anak2
panti asuhan
Forum Anak Live Education
Peringatan Hari Anak
Sintang Forum Anak erl.nga an Hart Ana
Nasional
Pemberd
em .er dyaan Pembinaan Anak dan
Kesejahteraan Remaia
Keluarga (PKK) :
Meningkatkan Forum Generasi Pusat Informasi dan
Ketapang . .
p | kesadartahuan Berencana (Genre) Konsoling Remaja
ergaulan
Bebgas / pemuda/remaja tentang
tantangan dan peluang .
Penyalahgunaan linekunean terhada Sint Gerakan Indonesia p luh
intan enyuluhan
TI gring P & Anti Narkotika Y
pertumbuhan
pemuda/remaja
Lemahnya Meningkatkan
perspektif ttg kesadartahuan Ket Ikatan Dokter Penyuluhan dan Edukasi
etapan
Pentingnya masyarakat tentang PAM8 | Indonesia (ID1) Kesehatan Reproduksi
Pendidikan pentingnya pendidikan
Advokasi/ Perlindungan
Lemahnya terhadap hak perempuan | Ketapang | Forum Anak Layanan pengaduan Anak
instrumen/ dan anak
perangkat Membangun/ Nota Kesepahaman
pendukung Memperkuat Jaringan lkatan Dokter tentang keterangan
(kebijakan dan Keri P g Indonesia (IDI) kesehatan jiwa calon
erja
perangkat : pengantin
lainnya) Memperkuat instrumen/ .
Sintang
terhadap perangkat pendukung - .
: . . Larangan ditiap gereja
perlindungan (kebijakan dan perangkat Keuskupan Gereja )
. . . untuk menikahkan anak
perempuan dan | lainnya) ditingkat daerah Katholik .
. dibawah umur
anak tentang perlindungan
anak dan perempuan
Duk
Membangun/ Asosiasi Perusahaan b ! kungzlm .ptroghra: )’;l:‘g
erkorelasi terhada
kemiskinan Memperkuat Jaringan Sambas Sahabat Anak P

indikator pada 5 kluster
kabupaten layak anak




Program, Kegiatan &
Sub Kegiatan

BAB 5.
Program, Kegiatan, dan sub Kegaiatan

Merujuk pada pada rumusan strategi, aktor, dan aksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 3 dan bab 4, Maka para pihak yang terlibat dalam
penyusunan rencana aksi berkomitmen untuk mengatasi rentannya perkawinan anak di Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing
pihak. Komitmen tersebut tertuang pula pada rencana strategi dan/ atau rencana kerja para pihak. Untuk memastikan agar aksi para pihak berkontribusi

terhadap pencegahan perkawinan anak, dirumuskan pula deskripsi aksi. Rumusan aksi tersebut tertuang pada tabel berikut:

Tabel 5. Rumusan Aksi para pihak dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kalimantan Barat

Daya Saing Kepemudaan

LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Pembinaan dan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pengembangan Olahraga ) ) .
. - . pembentukan dan Pengembangan Pusat peningkatan kapasitas dan kualitas atlet
Pengembangan Kapasitas Pendidikan pada Jenjang . ) ) . -
) . _ > | pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta PPLP dalam pencapaian prestasi terbaik di
Daya Saing Keolahragaan Pendidikan yang Menjadi ) .
Sekolah Olahraga Yang diselenggarakan bidang olahraga
Kewenangan Daerah )
. oleh masyarakat dan Dunia Usaha
Provinsi
Meningkatkan kesadartahuan dan daya
Penyadaran, Koordinasi, Sinkronisasi dan X g . X 4
] . saing pemuda kader/ remaja sosial budaya,
Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas s L L
R . pendidikan dan pariwisata di tingkat
Dinas Pengembangan Pemuda Daya Saing Pemuda Kader Provinsi . . .
K g dan K d nasional dan internasional
epemudaan, an Kepemudaan
PROVINSI P P L Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan
Olahraga dan Kewenangan Provinsi K K
Pariwi Pengembangan Kapasitas Pasukan Pengibar Bendera Pasukan Pengibar Bendera
ariwisata

Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan
Kewenangan Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi

Meningkatkan kapasitas pemuda dalam
bidang Pendidikan, IT, Pangan, SDA dan
Lingkungan Hidup, SDA Sosial dan agama

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi

Pembinaan untuk meningkatkan kapasitas
wirausaha muda seluruh kabupaten/ kota

Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan

Pembinaan dan
Pengembangan
Organisasi Kepramukaan

Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kepramukaan Provinsi

Mendukung kegiatan Pramuka di tingkat
Provinsi melalui dana Hibah untuk
mendukung kegiatan Kwarda dan Kwarcab




Program, Kegiatan &

LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Merekap d | dari
Dinas - Penyelenggar'ae'm ) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil erekap data yang berasal dari
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
Kependudukan

dan Catatan
Sipil

Provinsi

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran
Kependudukan

Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan

Dukcapil dapat melakukan pemilahan data
berdasarkan kelompok umur.

Dinas
Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Komunikasi
Informasi dan Edukasi
(KIE) Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat dalam
rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah
Provinsi

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pemeriksaan kesehatan, pendidikan
karakter hidup sehat yang menyasar
remaja dan meningkatkan kapasitas untuk
konselor sebaya (remaja)

Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan
Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pemberian tablet tambah darah guna
menguatkan kesehatan reproduksi remaja
putri

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan
Kesehatan

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Provinsi

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Pelatihan kader posyandu remaja untuk
kampanye bahaya perkawinan anak di
sektor kesehatan

Sub Kegiatan
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Konseling/komunikasi, informasi, edukasi
(KIE) kesehatan reproduksi calon
pengantin
- Skrining kesehatan bagi calon pengantin,
Tes Menjelang Pernikahan minima! pemeriksaan status gizi .meliputi:
(pemeriksaan berat badan, tinggi badan,
penentuan Indeks Massa Tubuh (IMT),
pemeriksaan lingkar lengan atas/LILA) dan
tanda anemia (pemeriksaan konjungtiva
dan pemeriksaan Hb)
Pembinaan dan Mendorong adanya Peraturan Desa
Administrasi Pemerintahan Pengawasan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Perc.:les) te.ntaT\g L?r.angan Tid.all< Boleh
Desa Penyelenggaraan Menikah di Usia Dini yang berisikan
Pemerintahan Desa sanksi/denda
Pemberdayaan Lembaga
keMasyarakatan yang
Dinas Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Pemberdayaan Lembaga Adat Tingkat | Peningkatan Kapasias Kelemb
Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga embaga ? ‘Ing 2 eningiatan hapasitas Belembagaan
Daerah Provinsi serta Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan
Desa Kemasyarakatan, Lembaga Mendorong peran serta masyarakat
Adat Dan Masvarakat Pemberdayaan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Khususnya pemuda
4 Masyarakat Hukum Adat | Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan 72 P
Hukum Adat
yang Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat

Pelakunya Hukum Adat
yang Sama Berada di
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan
Anak

Pemenuhan Hak Anak

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Peningkatan kapasitas forum anak prov/kab
terkait pencegahan perkawinan anak

Sub Kegiatan
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LOKUS

AKTOR

PROGRAM*

KEGIATAN#*

SUB KEGIATAN

DESKRIPSI AKSI

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Provinsi

membuat komitmen bersama OPD lain
dalam mewujudkan kabupaten/ kota layak
anak

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pembentukan pengurus Forum
Anak Daerah, Penyediaan ruangan khusus
untuk pengurus FAD, monitoring kegiatan
FAD

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Meningkatkan Kapasitas pemuda dan
remaja sebagai pelopor dan pelapor dalam
pencegahan perkawinan anak

Pengarusutamaan Gender
Dan Pemberdayaan
Perempuan

Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
PUG Kewenangan Provinsi

Meningkatkan komitmen penganggaran
responsif gender pada lembaga pemerintah

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Provinsi

Pengembangan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi

Memberikan peningkatan kapasitas
perempuan dalam memperoleh kesetaraan
pendapatan

Peningkatan Kualitas
Keluarga

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan
Hak Anak Kewenangan
Provinsi

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi

Membentuk Pusat Pelayanan Pembelajaran
Keluarga di tiap Kabupaten/Kota
(PUSPAGA). Kegiatannya berupa sosialisasi
terkait pendidikan pengasuhan,
keterampilan menjadi orangtua,
keterampilan melindungi anak, sosialisasi
ekonomi, sosialisasi kesehatan. Sosialisasi
Ekonomi terkait perbaikan ekonomi
keluarga, dan ini juga memiliki peran untuk
pencegahan perkawinan anak. kemudian
puspaga juga berperan dalam kegiatan
konseling bagi anak dan keluarga

Sub Kegiatan




Program, Kegiatan &

LOKUS

AKTOR

PROGRAM*

KEGIATAN*

SUB KEGIATAN

DESKRIPSI AKSI

Memfasilitasi Regulasi Rencana Aksi
Pencegahan Perkawinan Anak

Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak
Anak Kewenangan
Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Keluarga untuk Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi
dan Lintas Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini pada dasar DP3A
melakukan sosialisasi terhadap isu-isu yang
sedang trending saat itu. Misalnya tahun
2022, sosialisasi yang dilakukan adalah
terkait dengan stunting, kematian ibu dan
anak. Namun mengingat hal ini merupakan
salah satu dampak dari pernikahan anak,
maka dalam proses sosialisasi tersebut
DP3A dapat memuat materi berupa
mendorong para pihak untuk melakukan
proses pendataan pernikahan yang tidak
tercatat di tingkat kabupaten/kota.

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi
KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Provinsi

Memberikan Pendampingan untuk
meningkatkan pemahaman dampak
pernikahan anak

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Provinsi

Meningkatkan Peran Masyarakat khususnya
masyarakat Desa untuk membangun
kesadaran, kepedulian dan kemampuan
dalam mencegah, mendeteksi dini,
memberikan pertolongan pertama dan
pelayanan rujukan ketika terjadi kekerasan
terhadap anak

Penyediaan Layanan bagi
Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Komprehensif bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Memfasilitasi muatan pencegahan
perkawinan anak agenda forum puspa

Sub Kegiatan
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LOKUS

AKTOR

PROGRAM*

KEGIATAN*

SUB KEGIATAN

DESKRIPSI AKSI

Perlindungan Khusus Anak

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak Kewenangan Provinsi

Kampanye 5 Isu Strategis Arahan Presiden

Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
Provinsi

Membentuk anggota SATGAS perlindungan
anak terpadu

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan
Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi

Memberikan dorongan pada dunia usaha
untuk meningkatkan partisipasi dalam
perlindungan perempuan dan perlindungan
anak. Ini terkait dengan KLA (Kampung
Layak Anak) - Pada KLA ini ada aksi
pemberdayaan masyarakat terutama pada
ibu-ibu

Perlindungan Perempuan

Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan
yang melibatkan para
Pihak Lingkup Daerah
Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan Kewenangan Provinsi

Memberikan perlindungan terhadap
perempuan korban TPPO (Tindak Pidana
Perdagangan Orang) yang berkaitan dengan
pencegahan perkawinan dini karena terkait
kasus kawin kontrak pada wanita di usia
muda <19 tahun penyebabnya kesenjangan
ekonomi dan Adanya Kampanye 3 Ends : |.
Akhiri Kekerasan thd Perempuan dan
Anak, 2. Akhiri kesenjangan ekonomi
terhadap perempuan, 3. Akhiri
perdagangan orang. (Sasaran aksi ini ke
Remaja Usia Sekolah (SMA) dan kampanye
di kabupaten bekerjasama dengan DP3A
kabupaten.

Sub Kegiatan
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat
Kekerasan yang bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat | Menerima layanan pengaduan dan
memerlukan Koordinasi Daerah Provinsi dan Lintas Daerah memberikan pelayanan tindak lanjut
Tingkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
* Mengeluarkan surat edaran kerjasama
dengan sekolah melalui komite sekolah
. Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian * Pemberian surat edaran kepada komite
Pengelolaan Pendidikan X o . .
Sekolah Menengah Atas bagi Peserta Didik sekolah untuk mempertimbangkan kembali
pemberhentian siswa yang diakibatkan
hamil/ pernikahan
' Penetapan Kurikulum . Menyelipk;.m materi mengen.ai kesehatan
Dinas ) L Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan reproduksi serta sex education dalam
o Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan o K . R
Pendidikan dan Menengah Lokal Pendidikan Menengah mata pelajaran terkait, seperti IPA,
Kebudayaan & Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Bekerjasama dengan pihak sekolah dan
komite sekolah, untuk mendata siswa yang
putus sekolah untuk kemudian diberikan
Retrieval Siswa Putus Sekolah (disdikbud) beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
Memberikan surat edaran kepada
perusahaan, untuk mendata barangkali ada
pekerja yang putus sekolah.
Pemberdayaan Potensi ) Fasilitasi Bakti Karang Taruna Dalam
. . Pemberdayaan Potensi Sumber i .
Pemberdayaan Sosial Sumber Kesejahteraan . ] e Melakukan Pemberdayaan Sosial seperti
K o Kesejahteraan Sosial Provinsi
. . Sosial Provinsi Temu Karya dan Jambore
Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di dalam
Panti

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial

Meningkatkan Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial

Kantor Wilayah
Kementerian

Agama

Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Sosialisasi pada remaja usia sekolah tentang
pencegahan perkawinan anak

Sub Kegiatan
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Pemberian beasiswa santri berprestasi
dari dalam dan luar negeri.
Kelompok UPPKA di aksi ini sebenarnya tidak menyasar untuk
Kampung KB yang . ) pencegahan perkawinan dini, dikarenakan
T Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga L
mendapat fasilitasi ) .| sasaran aksi ini kepada keluarga akseptor
X bagi Keluarga Akseptor KB dan Stunting di R .
pembinaan KB. Namun program/kegiatan UPPKA ini
. Kampung KB
Pemberdayaan Ekonomi merupakan program pemberdayaan
Keluarga. ekonomi keluarga
PIK-R ialah Wadah diskusi pada teman
Pembangunan Keluarga, sebaya sebagai konselor (teman sebaya
Kependudukan Dan PIK Remaja dan BKR yang mem‘i!ik.i sertif‘lkasi). Ada pelatihan.
Keluarga Berencana L Juga memiliki fungsi untuk pencegahan
yang mendapat fasilitasi o . ) . -
dan pembinaan Edukasi Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan perkawinan dini
Kes Pro dan Gizi bagi BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan BKR ialah sasarannya pada keluarga yang
P . ) g. Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) memiliki remaja yang mana mengedukasi
Remaja Putri sebagai i X .
terkait kesehatan reproduksi pada remaja.
Calon lbu. . . . .
Bisa saja memasukkan edukasi terkait
Perwakilan

BKKBN Kalbar

pengelolaan keuangan pada keluarga
remaja.

Pendidikan Secara Formal
Di Tingkat SMA Sederajat

Pembelajaran Pendidikan
Kependudukan Bagi
Siswa SMA Sederajat

memberikan Pembelajaran Kependudukan
Siswa SMA Sederajat

Sosialisasi mengenai pencegahan
perkawinan anak di tingkat sekolah SMA
sederajat

Koordinasi, Sinkronisasi dengan
Stakeholeder Terkait dan Penguatan
Jejaring

Memberdayakan Satgas Stunting dan PPK
di Desa/Kampung

Memberikan KIE secara berkelanjutan

Mengadakan KIE kepada masyarakat
Khususnya perempuan dan Anak di
Kampung Keluarga Berkualitas.

Memberikan pelatihan dan Pemberian
Bantuan Alat Tepat Guna

Memberikan bantuan berupa pelatihan dan
alat tepat guna

Memberikan Pembinaan Secara
Berkesinambungan Pada Daerah yang

Termasuk Kampung Keluarga Berkualitas

Memberikan KIE Kepada Masyarakat
Khususnya perempuan dan anak di
kampung Keluarga Berkualitas

Sub Kegiatan
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Forum Genre Sosialisasi Stop Kawin Muda
Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Melibatkan Remaja Usia 15-24 Tahun di
Kepada Remaja dan Keluarga Tingkat Kabupaten dan
Bina Keluarga Remaja
Memberikan Penyuluhan Mengenai Mengadakan Sosialisasi Kepada remaja
kesehatan Reproduksi Remaja dengan bekerjasama dengan BKKBN
Kerj d Remaja Katolik di
Memberikan Sosialisasi Kepemudaan ?r'asama éng.an emaja Ratolticd
Katolik dan kelompok keagamaan lainnya Tinglat Provinsi/ Kabupaten Kota Untuk
P & 7 Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
mengadakan Seminar, Workshop Hasil Hasil Penelitian Menjadi Rekomendasi Ke
Penelitian Instansi Terkait
Pelaksanaan Lomba Penjaringan . .
Sosialisasi mengenai pencegahan
Pemahaman Tentang Kependudukan erkawinan anak di tingkat masyarakat
Berdasarkan Kelompok Umur parkawl ' ting 4
Pembelajaran Melalui Modul Sekolah Siaga | Kerjasama dengan Remaja Katolik di
Kependudukan Melalui Mulok Pada Tingkat Provinsi/ Kabupaten Kota Untuk
Sekolah sekolah yang diterbitkan BKKBN | Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
Memberikan KIE kepada Remaja Tent:
Pendidikan dan Pelatihan Bagi GENRE emberiian Tk kepaca Remaja lentang
pentingnya Keluarga Berkualitas
Penyediaan Aplikasi Untuk Persiapan Menerapkan Program Elsimil kepada
Pernikahan Pemuda/l yang akan menikah
Penyediaan L P lolaan Pel Kesehat: da Usi
Pemenuhan Upaya enyediaan Layanan eng.e ,o aan relayanan Resehatan pada Lsia Pengelolaan Posyandu Remaja
. Kesehatan untuk UKM Pendidikan Dasar
Dinas Kesehatan Perorangan Dan dan UKP Ruiukan
uju
Kesehatan Upaya Kesehatan ) ) . Kampanye dan edukasi kesehatan
Tingkat Daerah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan .
Masyarakat reproduksi
Kabupaten/Kota
KETAPAN
. Mendorong masuknya program-program
G Dinas Pembinaan dan o . )
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pencegahan perkawinan anak, seperti
Pemberdayaan Pengawasan

Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa

Administrasi Pemerintahan
Desa

Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan Desa

Pembangunan Desa

sosialisasi pada Perencanaan Pembangunan
Desa

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Sosialisasi Penyusunan Perdes Pencegahan
Perkawinan Anak

Sub Kegiatan
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KEGIATAN*

SUB KEGIATAN

DESKRIPSI AKSI

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga
Adat, Dan Masyarakat
Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatan kapasitas masyarakat dan desa
serta sosialisasi pencegahan perkawinan
anak kepada lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan

Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Penyelenggaraan Proses Belajar Non
Formal/Kesetaraan

Gerakan Ayo Sekolah (GAS) untuk
mengembalikan anak putus sekolah dan
dewasa tidak sekolah agar kembali sekolah
melalui Program Pendidikan Kesetaraan
(Paket A, B, dan C)

Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa

Penyelenggaraan pekan olahraga dan seni
bagi siswa dan guru setiap tahun untuk
meningkatkan minat dan bakat siswa dalam
olah raga dan seni. Berbagai tema dalam
kegiatan dapat mengangkat isu pencegahan
perkawinan anak

Pengembangan Kurikulum

Penetapan Kurikulum
Muatan Lokal Pendidikan

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
Lokal Pendidikan Dasar

Bimbingan teknis atau pelatihan
penyusunan muatan lokal pendidikan dasar
dengan memuat materi pencegahan dini
perkawinan anak

Sub Kegiatan
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku
dan keterampilan orang tua dan anggota
kel lai X bina tumbuh

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola eluarga fainnya, mem |r-1a u.m u.
) kembang anak dan remaja baik fisik
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga maupun intelektual, kesehatan reproduksi
(BKB, BKR, BKL, PPPICS, PIK-R dan menfal emosional ’sosial dan mo|:al ,
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) o N )
spiritual secara seimbang melalui
komunikasi efektif antara orang tua atau
Pelak. keluarga dengan remaja
claksanaan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan
Pemberdayaan Dan Pembangunan Keluarga . )
Peningkatan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga
Dinas Sosial Se'ahtgera 8 Ketahanan dan Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pembinaan terhadap remaja dilakukan
Pemberdayaan ! R Pusat Informasi dan Konseling Remaja melalui Program Generasi Berencana
Kesejahteraan Keluarga R K . i
Perempuan (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit (Genre) yang mempromosikan
Perlindungan Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera | pendewasaan usia perkawinan
Anak dan (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga Keluarga)
Berencana Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi
Berencana, Kelanjutusiaan Serta
Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Membangun dan meningkatkan kualitas
hidup keluarga untuk mewujudkan generasi
unggul

Pemenuhan Hak Anak

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan koordinasi Anggota Gugus
Tugas KLA dan Masyarakat di Kecamatan
untuk inisiasi pembentukan kecamatan dan
Desa/ Kelurahan layak anak

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pelibatan anak-anak dalam rangka
peringatan Hari Anak Nasional

Sub Kegiatan
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SUB KEGIATAN

DESKRIPSI AKSI

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi pemenuhan hak Anak bagi lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Regenerasi Forum Anak Daerah (FAD),
Bimtek anggota FAD menjadi pelopor dan
pelapor

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan inisiasi pembentukan aktivis
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) dan Bimtek menjadi
aktivis PATBM

Pengelolaan Sistem Data
Gender Dan Anak

Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
dan Anak dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender
dan Anak dalam Kelembagaan Data di
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi Masyarakat yang terkait dengan
pendataan Gender dan Anak

Forum Anak

Edukasi Kesehatan Reproduksi

Penyuluhan/bimbingan mengenai kesehatan
reproduksi terhadap pelajar

Kampanye mengenai Pencegahan
Perkawinan Anak

Kampanye melalui media sosial mengenai
hak-hak anak dan pencegahan perkawinan
anak

Layanan pengaduan Anak

Kotak layanan pengaduan secara daring
melalui google form

Forum Generasi
Berencana
(Genre)

Edukasi Kesehatan Reproduksi

Kegiatan penyadartahuan kepada remaja
mengenai kesehatan reproduksi dan
dampak perkawinan anak

Penyuluhan ke Sekolah

Penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai
kesehatan reproduksi dan dampak
perkawinan anak

Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Wadah konsultasi dan bimbingan psikologi
bagi remaja mengenai permasalahan
pribadi, keluarga, maupun lingkungan

Sub Kegiatan
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LOKUS AKTOR SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Kegiatal dartahuan kepad j
Ikatan Bidan Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan eglatan ‘penya artahuan kepa ‘a remaja
. . mengenai kesehatan reproduksi dan
Indonesia (IBI) Reproduksi )
dampak perkawinan anak
Ikatan Dokter Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan Penyiapan guru di setiap sekolah sebagai
Indonesia (IDI) Reproduksi konselor kesehatan reproduksi
Penyuluhan dan bimbingan terhadap
Kantor . ;
Kementerian Penyuluh Agama Islam dan Penasihat pasangan calon pengantin dalam
perkawinan membangun rumah tangga berkualitas dan
Agama .
pola pengasuhan terbaik untuk anak
Pelibatan konselor/psikolog yang ditunjuk
) Dinas PPPAKB. Hasil konsultasi dengan
Pengadilan . o X o
Acama Pelaksanaan MoU Dispensasi Nikah konselor/psikolog menjadi salah satu
g pertimbangan hakim dalam menerbitkan
dispensasi kawin
Perhimpunan
Kegiata dartahuan kepad: j
Keluarga Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan cglatan 'penya artahuan kepa .a remaa
. mengenai kesehatan reproduksi dan
Berencana Reproduksi )
. dampak perkawinan anak
Indonesia
MoU antara Pengadilan Agama,
Kementerian Agama, DP3AP2KB dan
Dinas Kesehatan terkait penanganan Anak
Bidang Tata Berhadapan Hukum (ABH) dalam hal
MELAWI | Pemerintahan Mou Dispensasi Kawin Dispensasi Kawin.

Setda

Sinergitas tupoksi masing-masing pihak
yaitu Pengadilan Agama, Kementerian
Agama, DP2KBP3A dan Dinas Kesehatan
dalam penanganan ABH Dispensasi Kawin
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DESKRIPSI AKSI

Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil

Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan
Sipil

Fasilitasi terkait pencatatan sipil

Sosialisasi terkait pencatatan sipil oleh
disdukcapil selama ini biasanya apabila
diundang oleh gereja yang sedang
menikahkan pasangan. Kemudian terkait
pencatatan sipil tergantung apabila
masyarakat melaporkan pernikahan. Belum
ada wacana dari disdukcapil untuk
bekerjasama dengan pemerintah desa dan
DPMD atau lembaga masyarakat terkait
sosialisasi pencatatan perkawinan

Pengelolaan Informasi
administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
Kependudukan

Disdukcapil ada wacana (MoU)
babbekerjasama dengan Pengadilan Agama
dan kementerian agama dalam pencatatan
data perkawinan.

Dinas
Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar
Mengacu Petunjuk Teknis Kementerian
Kesehatan-Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR)

Program dilakukan di sekolah-sekolah,
terbentuknya perpanjangan tangan yaitu
konselor sebaya di sekolah yang bertugas
untuk melayani teman sebayanya dalam
masalah kesehatan.

Pelayanan kesehatan reproduksi pada
calon pengantin dengan aplikasi kescatin

Bidan Desa dan Puskesmas melakukan
pengecekan kesehatan reproduksi dan
dibantu dengan aplikasi kescatin yang
berisikan kuesioner tentang
kelayakan/kesehatan reproduksi pada calon
pengantin. Pada pelayanan kesehatan
reproduksi ini terdata mereka yang mana
menikah sesuai dengan regulasi minimal
usia menikah dan yang mana yang tidak.
Terdata pada bidan desa dan puskesmas
yang melakukan pelayanan

Pemberian tablet tambah darah pada
remaja putri

Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar
Mengacu Petunjuk Teknis Kementerian
Kesehatan

Sub Kegiatan
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Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar
M Petunjuk Teknis K teri
Posyandu Remaja oleh Bidan Desa engacu retnju . exnis Rementerian .
Kesehatan (edukasi kesehatan reproduksi
pada remaja)
Optimalisasi P UKS di
prmalisasi rrogram I ) Optimalisasi Program UKS ini sudah
sekolah-sekolah dengan memasukkan isu ] . .
stunting. isu perkawinan anak dan disampaikan kepada semua sekolah tingkat
ung, Isu p SMP per Januari 2023
pentingnya kespro.
. L Disdikbud Melawi berencana untuk
Pengintegrasian isu-isu hangat termasuk .
. . mensosialisasikan agar sekolah
isu pencegahan perkawinan anak masuk ) )
. memasukkan isu pencegahan perkawinan
dalam semua mata pelajaran sekolah, L
. : . masuk dalam pendidikan karakter yang
terkecuali matematika. Masuk sebagai diseliokan pada setia pembelaiaran di
iseli i ran di
Pendidikan Karakter, dan Wacana Bimtek pian p PP . l, )
e G G sekolah, dan ada wacana dari Disdikbud
e Guru-Guru
Dinas untuk mengadakan Bimtek ke guru-guru
i
Pendidikan dan Meminta kepada pihak sekolah untuk
mengadakan sosialisasi terkait isu
Kebudayaan

Surat Edaran Terkait Sosialisasi Isu
Perkawinan Anak

perkawinan anak, kespro, dan kenakalan
remaja dengan melibatkan stakeholder
seperti dari Dinas Kesehatan, DP2KBP3A
atau kepolisian.

Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah
terutama tingkat SMP yang mana
mensosialisasikan terkait isu perkawinan
anak, kespro dan kenakalan remaja yang
melibatkan Dinas Kesehatan, DP2KBP3A
dan Kepolisian. Sudah mulai berjalan per
Januari 2023
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)
yakni melibatkan remaja, remaja dilatih
jadi konsel bagai t
Orrientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader menja .I ons.e °r ya.ng man? se' g ema.n
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga konseling bagi remaja-remaja lainnya. Dari
Pelaksanaan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan ini PIK-R dapat digunakan untuk edulasi
Pemb: Kel Pemt;erda ;an EI’<onomi ’Keluar a/UPPKS) terkait pencegahan perkawinan anak dari
eT Ia.nguna; cluarga 4 8 remaja ke remaja lain. Khusus PIK-R
m mbinaan
Ket:hw e " inaal sebenarnya sudah ada di sekolah-sekolah
€ .anan an terutama tingkat SMA
Kesejahteraan Keluarga - - - -
Pemberdayaan Dan Penyediaan Biaya Operasional bagi
Peningkatan Keluarga Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan | Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga
Sejahtera (KS) dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Dinas BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Pengendalian Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penduduk
Keluarga Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan )
Berencana Pembangunan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Melalui Pembinaan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Perempuan Dan
Perlindungan
Anak

Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pemenuhan Hak Anak

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, dan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga

adanya data jumlah pemenuhan kebutuhan

Dunia Usaha Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan anak
Kewenangan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

terlaksananya layanan peningkatan kualitas
hidup anak kewenangan kabupaten/kota

Sub Kegiatan
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Pengarusutamaan Gender
Dan
pemberdayaan Perempuan

Pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
Lembaga Pemerintah
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Adanya Sosialisasi Pengarusutamaan
Gender terkait mewujudkan kesetaraan
gender dalam pembangunan, upaya
menepis perspektif peran perempuan
dalam rumah tangga

Pemberdayaan
Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Terlaksananya advokasi kebijakan dan
pendampingan peningkatan partisipasi
perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengelolaan Sistem Data
Gender Dan Anak

Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender
dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender
dan Anak dalam Kelembagaan Data di
Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya Data Gender dan Anak

Sub Kegiatan
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Peningkatan Kualitas
Keluarga

Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pembentukan PUSPAGA. Lembaga ini
untuk pelayanan meningkatkan kehidupan
keluarga, melalui pendidikan pengasuhan
keterampilan untuk menjadi orang tua,
keterampilan mendidik anak dan
kemampuan konseling bagi anak. Edukasi
kepada keluarga agar tidak mudah
menikahkan anak.

Penyediaan Layanan bagi
Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Komprehensif bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan Kualitas Terhadap
Keluarga

Perlindungan Khusus Anak

Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan
Sosialisasi Perda Perlindungan Anak
terbaru yang telah direvisi kepada pihak
lingkup perangkat daerah dan masyarakat

Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PATBM (Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat) : adanya
sosialisasi/edukasi kepada kepala keluarga
atau orangtua terkait regulasi minimal usia
menikah dan parenting (pola asuh
orangtua). Dalam hal ini ada tujuan untuk
bekerjasama dengan DPMPDes yang mana
mendorong desa dengan anggaran ADD
untuk mengadakan sosialisasi tersebut
kepada kepala keluarga di desa-desa

Perlindungan Perempuan

Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
yang telah dilaksanakan

Sub Kegiatan
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Penguatan dan
Pengen?bangan Lembaga Advokz%si Kebijakan dan Pendampingan . terlaksananya advokasi kebijakan dan
Penyedia Layanan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi , .
i perlindungan layanan bagi perempuan
Perlindungan Perempuan | Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
. korban kekerasan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat | terlaksananya pengaduan masyarakat bagi
Kekerasan yang bagi Perempuan Korban Kekerasan perempuan korban kekerasan kewenangan
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota kab/kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik,
Rehabilitasi Sosial Dasar Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan
Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota. Terkait upaya pencegahan
Terlantar, Anak Terlantar, . L - perkawinan anak, bimbingan Fisik, Mental,
Dinas Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar, SPe-m.berllaz Blns1b|T1gIan Fisik, Menal, Spiritual dan Sosial dapat diberikan kepada
serta Gelandangan piritual, dan Sosia anak terlantar serta petugas PMKS yang
Pengemis di Luar Panti bertugas di setiap kecamatan dapat
Sosial mensosialisasikan upaya pencegahan
perkawinan anak pada anak-anak terlantar
|. Memberikan pemahaman terhadap
orang tua terkait dampak perkawinan anak
2. Menguatkan peraturan usia minimal
menikah
Forum Anak Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan | 3. Melaksanakan bimbingan atau sosialisasi
Melawi Perkawinan Anak terhadap remaja terkait perkawinan usia

anak di sekolah maupun desa-desa

4. Peningkatan pengetahuan dan edukasi
tentang bahaya seks bebas sehingga terjadi
penurunan perkawinan anak dan stunting.

Sub Kegiatan
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GOW akan ada program kerja untuk
Gabungan o pencegahan stunting dengan matelji
Oreanisasi Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan | praktek pembuatan PMT (Pemberian
rganisasi
Wagnita (GOW) Perkawinan Anak Makan?ln .Tar?bahan), yan.g ].uga.nantinya
akan diselingi dengan sosialisasi
pencegahan perkawinan anak.
Bimbingan terhadap anak sekolah terkait
perkawinan anak dibawah umur.
E . . .
Kantor dukasi terkait pencegahan perkawinan

Kementerian

Pembinaan Remaja Usia Sekolah

anak dan regulasi minimal usia menikah.
Pada tahun 2024 rencananya program ini

Agama akan dilaksanakan dengan sasarannya yakni
siswa-siswi tingkat SLTP. target 500 siswa
SLTA per tahun
Keuskupan Gereja Katolik Melawi akan
Keuskupan Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan | mendorong UMK/Kelompok Pemuda

Gereja Katolik

Perkawinan Anak

Gereja untuk mensosialisasikan isu
pencegahan perkawinan anak

PKK dalam setiap program kerjanya akan

Pemberd
Kzr:e':l:t:Z::: Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan | menyisipkan sosialisasi pencegahan
Kel ] (PKK) Perkawinan Anak perkawinan anak dan berkolaborasi dengan
eluarga
8 DP2KBP3A
WVI siap beker;j dal
Wahana Visi Sosialisasi Dan Kampanye Isu Pencegahan siap bekerjasama ca’am )
) ) mengkampanyekan pencegahan perkawinan
Indonesia Perkawinan Anak .
anak dan berkolaborasi dengan forum anak
Asosiasi
Perusahaan Dukungan program yang berkorelasi Dukungan program yang berkorelasi
Sahabat Anak terhadap 24 indikator pada 5 klaster terhadap 24 indikator pada 5 klaster
Indonesia kabupaten layak anak kabupaten layak anak

(APSAI)
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Badan . .
Perencanaan Penyampaian capaian
dan Monev (penguatan Dan kinerja oleh OPD terkait | Penyampaian capaian kinerja oleh OPD Penyampaian capaian kinerja oleh OPD
Pembangunan Implementasi) setiap triwulan dan akhir | terkait setiap triwulan dan akhir tahun terkait setiap triwulan dan akhir tahun
Daerah tahun
Penguatan Kapasitas Keluarga Penguatan kapasitas kepada PUSPAGA
Bidang Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Kesejahteraan Seribu Da'i melalui Bidang Kesra Setda Kabupaten
Rakyat Setda Sambas, memiliki program 1.000 Dai yang
menyasar ke sekolah-sekolah.
Pelaksanaan sehat dalam
Pemberdayaan Masyarakat | rangka promotif] PUSKESMAS Pelayanan terpadu di PUSKESMAS
Bidang Kesehatan preventif tingkat daerah
kabupaten/ kota
Penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan
Dinas Pemenuhan Upaya untuk Usaha Kesehatan
Kesehatan Kesehatan Perorangan Dan | Masyarakat (UKM) dan Unit KIA-KB Tersedianya unit KIA-KB di Puskesmas
Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan
Masyarakat Personal (UKP)
kewenangan
kabupaten/kota
. Pembinaan terpadu Pembinaan terpadu Kampung Keluarga Pembinaan kampung keluarga berl'<ualitas
Posyandu Remaja Kampung Keluarga ] yang sudah terbentuk dengan melibatkan
. Berkualitas (KB) .
Berkualitas (KB) posyandu remaja
Dinas MO,NI.E,V terhfxdap MONEYV terhadap perjanjian kerjasama MONEYV terhadap perjanjian kerjasama
Pemberdayaan perjanjian kerjasama (MoU) yang sudah ada (MoU) yang sudah ada
Perempuan (MoU) yang sudah ada

Perlindungan
Anak
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Monev (penguatan Dan
Implementasi)

Pertemuan rutin lintas
sektor (gugus tugas
KLA) oleh DP3AP2KB

Pertemuan rutin lintas sektor (gugus tugas
KLA) oleh DP3AP2KB

Pertemuan rutin lintas sektor (gugus tugas
KLA) oleh DP3AP2KB

Sub Kegiatan
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Pembentukan Kelompok
Ketahanan Dan
Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja
(BKR), Pusat Informasi Dan
Konseling Remaja (PIK-R)
Bina Keluarga Lansia (BKL),
Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) Dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)

Integrasi pembangunan
lintas sektor di Kampung
Keluarga Berkualitas
(KB)

Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Penambahan jumlah Kampung KB di
Kabupaten Sambas

Pembentukan kelompok
ketahanan kesejahteraan
Bina Keluarga Balita
(BKB) Bina Keluarga
Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling
Remaja (PIK-R)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R)

Peningkatan Kapasitas PIK-R

Pembinaan terpadu
Kampung Keluarga
Berkualitas (KB)

Pembinaan terpadu Kampung Keluarga
Berkualitas (KB)

Pembinaan kampung keluarga berkualitas
yang sudah terbentuk

Promosi dan konseling
kesehatan reproduksi di
fasilitas kesehatan dan
kelompok

Pusat Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R)

Sosialisasi mengenai PIK-R dan peningkatan
kapasitas kader PIK-R

Pemenuhan Hak Anak

Penguatan  dan
Pengembangan

Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/
Kota

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sosialisasi pengembangan sekolah layak
anak dan deklarasi dan pembentukan
sekolah ramah anak

Penyajian data mengenai perkawinan
berdasarkan usia (dibawah 19 tahun)

Adanya integrasi data mengenai
perkawinan berdasarkan usia dibawah 19
tahun
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LOKUS AKTOR PROGRAM* KEGIATAN* SUB KEGIATAN DESKRIPSI AKSI
Adanya PERDES mengenai pencegahan
perkawinan anak.
Tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi
kepada seluruh kepala desa mengenai
Perdes Perlindungan Anak Berbasis Adat penyusunan PERDES pencegahan
perkawinan anak.
Tahun 2023 akan ada pelatihan lanjutan
mengenai rancangan isi dari PERDES
pencegahan perkawinan anak.
Penyuluhan kepada kader PKK
Program CEPAK (Cegah Perkawinan Se-Kz.lbupaten Sambas mfangtajnal PRA,
Anak) stunting, KESPRO dan lain-lain dengan
melibatkan dinas terkait untuk menjadi
penyuluh/pemateri
. . Sosialisasi dan memaksimalkan keberadaan
Dinas Membangun/memperkuat Satuan pendidikan non satuan pendidikan non formal dalam
Pendidikan dan ] . formal untuk anak usia Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ) .
Kebudayaan Jaringan Kerja muda yang putus sekolah bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM)
Fasilitasi penataan,
pemberdayaan dan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan
pendayagunaan pendayagunaan kelembagaan lembaga pendayagunaan kelembagaan lembaga
Pemberdayaan Lembaga kelembagaan lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan
Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan
Dinas Sosial, Adat Dan Masyarakat Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas lembaga desa Peningkatan kapasitas lembaga desa
Pemberdayaan Hukum Adat penataan, pemberdayaan | (RT,RW, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | (RT,RW, Pembinaan Kesejahteraan

Masyarakat dan
Desa

dan pendayagunaan
kelembagaan lembaga
kemasyarakatan

(PKK), Karang Taruna, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, dan
POSYANDU)

Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, dan
POSYANDU)

Rehabilitasi Sosial

Pemberian akses ke
layanan pendidikan dan
kesehatan dasar

Pemberian akses ke layanan pendidikan dan
kesehatan dasar

Pemberian informasi mengenai akses ke
layanan pendidik dan kesehatan dasar,
seperti fasilitasi pembuatan Kartu Identitas
Anak

Sub Kegiatan
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Kantor . . .
. . . . Adanya integrasi data mengenai
Kementerian Penyajian data pernikahan lintas agama ) .
perkawinan berdasarkan agama selain Islam
Agama
melalui panti asuhan yang dikelola, juga
Aisyiah Pembinaan pada anak-anak panti asuhan memberikan pendidikan seks untuk
pencegahan perkawinan anak sejak dini
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Memperkuat BKR yang ditujukan bagi
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan keluarga yang memiliki anak remaja
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penvediaan Bi ional bagi
Pelaksanaan enyediaan Biaya Operasional bagi .
Pemberd D Pemb Kel Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan | Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga
emberdayaan Dan embangunan Keluarga
ey ty o e f, ¥ 8 | dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, | (BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK-R dan
eningkatan Keluarga melalui Pembinanaan
) € & BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Sejahtera Ketahanan dan )
. Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Kesejahteraan Keluarga - — -
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Dinas Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Jumlah Kesejahteraan Keluarga
SINTANG | Berencana, (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi (BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK-R dan
Pemberdayaan Berencana, Kelanjutusiaan serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Perempuan Dan
Perlindungan
Anak

Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Pemenuhan Hak Anak

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah dan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga

jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan
pendampingan pemenuhan hak anak yang

Dunia Usaha Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan .

) dilaksanakan
Kewenangan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
Kabupaten/Kota

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kab/Kota

jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
yang dilaksanakan
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Pelembagaan
P ta Gend P ta
engarusutamaan Lender engarusutamaan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah lembaga pemerintah daerah
Dan Pemberdayaan Gender (PUG) pada o
i termasuk PPRG kabupaten/kota yang telah dilatih PUG
Perempuan Lembaga Pemerintahan
Kewenangan Kab/Kota
Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan
) Penyajian Data Gender . ,
Pengelolaan Sistem Data dan Anak dalam Penyediaan Data Gender dan Anak di Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak
Gender Dan Anak Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota yang bdisediakan
Tingkat Daerah
Kab/Kota
Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam P b Kegiatan M Kat untuk
engembangan Kegiatan Masyarakat untu
Peningkatan Kualitas Mewujudkan Kesetaraan g & .g i’ Jumlah Kegiatan Pelatihan yang
Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan h
Keluarga Gender (KG) dan Hak Kabupaten/Kot: dilaksanakan
abupaten/Kota
Anak Tingkat Daerah P
Kab/Kota
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang pengembangan KIE anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus Anak Melibatkan  para perlindungan khusus kewenangan jumlah kegiatan KIE yang dilakukan
Pihak  Lingkup kabupaten/kota
Daerah Kabupaten/Kota
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
Pencegahan kekerasan N X . . L . L
) kebijakan, program dan kegiatan jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
Perlindungan Perempuan terhadap perempuan )
. pencegahan kekerasan terhadap yang telah dilaksanakan
lingkup daerah kab/kota .
perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
Advokasi,
Pemberd ,
Kem 'ter aya: " ingkat Peningkatan ~ Upaya  Promosi
emitraan, Peningkatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat P 2 M & kat Kesehatan, Advokasi,  Kemitraan ~ dan | Penyadartahuan masyarakat tentang
eran serta Masyarakas
Kesehatan bidang Kesehatan . 4 Pemberdayaan bahaya/ resiko perkawinan anak
dan Lintas Sektor
Masyarakat

Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
Pemenuhan Upaya Pela);anan Kesehatan Usiag Pendidikan Dyasar i Pendidikan seks terhadap anak
Kesehatan untuk
perorangan Dan Upaya UKM  dan  UKP Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Penyadartahuan masyarakat tentang
Kesehatan Masyarakat Kewenangan  Daerah Melalui Pendekatan Keluarga bahaya/ resiko perkawinan anak
Kabupaten/Kota
Dinas .
Pembinaan dan Mendorong adanya Peraturan Desa
Pemberdayaan

Masyarakat dan
Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan
Desa

Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

(Perdes) tentang Larangan Tidak Boleh
Menikah di Usia Dini yang berisikan
sanksi/denda

Desa
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan
Lokal Pendidikan Dasar
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan
Lokal
Di Penet: Kurikul Pendidikan Dasar
|na? . . enetapan M u.m. = - Memperkuat pendidikan seks sejak dini
Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
kedalam muatan lokal
Kebudayaan Dasar Lokal
Pendidikan Dasar
Penyusunan Silabus Muatan Lokal
Pendidikan
Dasar
Dinas Sosial FGD Tingkat Desa (APBN) materi FGD memuat kampanye PPA
Live Education Melalui instagram m.elakukan kampanye
pencegahan perkawinan anak
Forum Anak Melakukan roadshow ke sekolah-sekolah
Peringatan Hari Anak Nasional melakukan kampanye pencegahan
perkawinan anak
Gerakan .
. . memuat materi tentang PPA dalam
Indonesia Anti Penyuluhan K i narkob
Narkotika ampanye anti narkoba
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lkatan Dokter

Nota Kesepahaman tentang keterangan
kesehatan jiwa calon pengantin

Merumuskan pentingnya rekomendasi
kesehatan jiwa calon pengantin usia dini
sebagai syarat pemberian dispensasi
(bekerjasama dengan Pengadilan Agama)

Indonesia (IDI) Penyuluhan ttg PPA ke remaja-remaja di
Penyuluhan sekolah
Poli Kesehatan Pelayanan Remaja KonsTJItasi dan deteksi penyakit seksual utk
remaja
Kementerian Penyuluhan terhadap remaja yang masih
Agama Bimbingan Pernikahan sekolah (bekerjasama dengan pihak
sekolah)
Keuskupan Larangan di tiap gereja untuk menikahkan

Gereja Katolik

anak dibawah umur

berlaku untuk tiap gereja katolik

Pemberdayaan
Kesejahteraan Pembinaan Anak dan Remaja bekerjasama dan DKBP3A
Keluarga (PKK)
Memberikan informasi terhadap calon
Mediasi pengantin usia dini terhadap resiko
perkawinan bawah umur
Syarat keterangan kesehatan reproduksi
Nota Kesepahaman dengan Dinas calon pengantin dibawah umur sebagai
Pengadilan Kesehatan syarat untuk memberikan dispensasi
Agama perkawinan

Nota Kesepahaman tentang keterangan
kesehatan jiwa calon pengantin

Merumuskan pentingnya rekomendasi
kesehatan jiwa calon pengantin usia dini
sebagai syarat pemberian dispensasi
(bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, IBI,
dan IDI)
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KABUPAT
EN

Dinas
Kependudukan
dan Catatan
Sipil

Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan
Sipil

Fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil
di kabupaten Kota

Bentuk kegiatan ini adalah sosialisasi
terkait dengan pencatatan sipil oleh
Dukcapil Kabupaten/Kota. Namun
sosialisasi ini dapat dimuat terkait dengan
dorongan oleh Pemerintah Desa dan
Lembaga Masyarakat untuk dapat mendata
dan melaporkan pernikahan masyarakat di
masing-masing desa dengan klasifikasi
umur. Namun, mengingat hal ini
merupakan ranahnya DPMPD, maka
Dukcapil juga akan berkoordinasi dengan
DPMPD. Dalam sosialisasi ini juga bisa
mengundang DPPA dan Kemenag,
Pengadilan Negeri, dan Tokoh Masyarakat.

Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan
pengelolaan informasi
adminduk provinsi

Penyelenggaran pemanfaatan data
kependudukan.

Dukcapil dapat membangun kerjasama
dengan lintas stakeholder untuk
pemanfaatan data. Termasuk membangun
kerjasama terkait dengan pencatatan
perkawinan.

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan
Anak

Pemenuhan Hak Anak

Pelembagaan PHA pada
lembaga pemerintah,
non pemerintah, dan
dunia usaha kewenangan
provinsi

Advokasi kebijakan dan pendampingan
pemenuhan hak anak dan pendampingan,
pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, media dan
dunia usaha kewenangan provinsi

DP3A dapat melakukan intervensi
terhadap kabupaten/kota pada program
dan kegiatan yang berkaitan dengan
pendataan pernikahan anak sebagai syarat
KLA.

Pengelolaan Sistem Gender
Dan Anak

Pengumpulan pengolahan
dan analisis, penyajian
data gender dan anak
dalam kelembagaan data
tingkat daerah provinsi

Penyediaan data gender dan anak provinsi

DPPA Provinsi melakukan koordinasi dan
sinkronisasi dengan DPPA di tingkat
Kabupaten/Kota terkait dengan pendataan
perkawinan anak (bidang gender dan anak)

*) pada program dan kegiatan yang kosong (tidak terisj) mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut tidak secara eksplisit tercantum pada rencana kerja dan renstra rencana

strategis perangkat daerah.




Monitoring & Evaluasi

BAB 6.
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan agar aksi yang telah dirumuskan berjalan sesuai
dengan arah yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh
pihak yang telah berkomitmen untuk melakukan pencegahan perkawinan anak di Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan satuan tugas yang dikoordinir oleh DP3A Provinsi Kalimantan Barat,
dengan beberapa ketentuan, yaitu:

I. Koordinasi dimasing-masing lokasi (kabupaten dan provinsi) dikoordinir oleh Perangkat Daerah urusan

Perempuan dan Anak dimasing-masing tempat berlangsungnya aksi.

2. Pelaksanaan monev dilakukan dengan cara Penilaian Diri Sukarela (voluntery self asssesment) dengan
menggunakan format yang telah ditentukan.

3. Pusat Data Terintegrasi Tentang Perkawinan Anak dijadikan acuan untuk mengukur dampak (outcome)
yang dihasilkan dari aksi pencegahan perkawinan anak.

4. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota tempat aksi dilangsungkan
dan ditembuskan kepada DP3A Provinsi Kalimantan Barat.

5. DP3A Provinsi Kalimantan Barat mengompilasi hasil monitoring dan evaluasi ditingkat kabupaten dan
provinsi, untuk selanjutkan disampaikan ke Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
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Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kalimantan Barat merupakan aksi strategis
multipihak dalam mengatasi tingginya angka perkawinan anak di Kalimantan Barat. Para pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan aksi pencegahan perkawinan anak tidak hanya dilakukan pada tingkat pemerintah daerah,
namun juga pihak-pihak diluar lembaga pemerintahan yang juga memiliki komitmen dalam menurunkan
angka perkawinan anak di Kalimantan Barat.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak, tidak hanya sebagai pedoman dari
masing-masing pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi ini, namun diharapkan sebagai
rujukan dari pihak lainnya. Aksi Pencegahan Perkawinan Anak dari para pihak unsur pemerintah daerah
tertuang pada rencana kerja dan rencana strategis dari masing-masing perangkat daerah. Sedangkan, aksi
dari para pihak non pemerintahan bersifat kesukarelaan (voluntary).

Diharapkan melalui rencana aksi yang sinergis dan sistematis mampu menurunkan angka perkawinan
anak di Kalimantan Barat secara signifikan. Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada rencana
aksi ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan selanjutnya.










